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“Allah tidak akan mengubah suatu 
kaum kecuali kaum itu yang 
merubahnya sendiri” 
{QS. Ar rA’du AyAt 11} 
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perantara Kalam, dia mengajar kepada manusia 
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Motto Hidup ; 
Tujuan Hidup di dunia ialah “Ibadah” dan 
Hidup hanya Satu (1) kali, maka pergunakanlah 
sebaik-baiknya dan dapat lebih bermanfaat 
bagi orang lain dan lingkungan sekitar. 
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HELMY BOEMIYA, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Februari 2012, Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai 
Pejabat Negara Setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung, Aan 
Eko Widiarto, S.H., MHum., Riana Susmayanti, S.H., M.H. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menggantikan 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang mempertegas bahwa kejaksaan Agung 
dalam melaksanakan penegakan hukum dan penuntutan merdeka dari pengaruh 
kekuasaan manapun. Banyaknya timbul perdebatan mengenai Jaksa Agung harus 
berasal dari jaksa karier atau non karier serta adanya kasus mengenai keabsahan 
jabatan seorang Jaksa Agung dalam memimpin Kejaksaan Republik Indonesia 
yang dianggap masa jabatannya sudah habis, sehingga berpengaruh terhadap masa 
jabatan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara. 
Oleh Karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis 
pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini 
dan implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat 
Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung, maka jenis penelitian yang dipakai 
ialah yuridis normatif yaitu melakukan penelitian hukum dengan menelaah bahan 
pustaka yang kemudian dipilah-pilah dianalisis, dikaji dan dideskrpsikan untuk 
menemukan permasalahan serta berusaha mencari solusinya. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang 
ada, bahwa Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal 
Indonesia merdeka hingga kini merupakan hak prerogratif Presiden dimana Jaksa 
Agung diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab pada Presiden. Hal ini 
dilakukan dalam beberapa periode yang terdiri dari awal merdeka periode 1945-
1960, periode 1960-1990, periode 1990-2004 dan periode 2004 hingga saat ini. 
Implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat 
Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung ialah masa jabatan Jaksa Agung itu 
berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam 
satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan 
dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan. 
Menyikapi hasil penelitian yang dilakukan sebaiknya Pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang yang diberi tugas 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melakukan legislative 
review atau merivisi atau mengamandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih komprehensif dan tidak 
menimbulkan multi tafsir. Sebaiknya para pembuat Undang-Undang yakni 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengamandemen Undang-
Undang mengenai Kejaksaan Republik Indonesia nantinya mengacu pada 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru baik itu muatan dalam 
Undang-Undang serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu undang-undang 
tersebut. Serta memperhatikan pengaturan mengenai kedudukan kejaksaan dan 
Jaksa Agung yang jelas agar mudah dipahami, baik itu dari hal pengangkatan, 











1.1 LATAR BELAKANG  
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan 
dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUDNRI)1 Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), hukum merupakan urat nadi seluruh aspek 
kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan 
masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan 
dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya 
dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. 
Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik 
Indonesia.2 
UUDNRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip 
penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang 
dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum.3 
Dalam essensinya Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan 
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUDNRI Tahun 
                                                 
1 Selanjutnya disebut UUDNRI 
2 Marwan Effendi. Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. 
Gramedia Pustaka Pratama. Jakarta. 2005. Hal 1 





1945. Serta untuk lebih memantapkan kedudukan dan perannya, Kejaksaan 
Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak 
manapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum 
masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 Politik hukum pembentukan Undang-
Undang Kejaksaan yang baru dalam menggantikan Undang-Undang kejaksaan  
yang lama ini bertujuan agar kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dapat 
bekerja secara independen, mandiri, dan merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan. 
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 
berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 
penegakan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, 
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh kekuasaan lainnya.5 Tentu sangat berat sesungguhnya jabatan Jaksa 
Agung dalam memimpin lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang diharapkan 
mampu menjadi penegak hukum yang tegas dan tak pandang bulu. 
                                                 
4 Lihat Konsideran Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 





Institusi Kejaksaan memang tidak disebutkan di dalam UUDNRI Tahun 
1945 secara eksplisit tetapi penting secara konstitusional (constitutionaly 
important state institution).6 Hampir seluruh Negara modern di dunia ini 
mempunyai sebuah institusi yang disebut dengan istilah ”Kejaksaan”, yang 
mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke 
pengadilan. Istilah ”Jaksa” atau ”Kejaksaan” tidaklah mudah untuk dipersamakan 
dengan istilah yang sama dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan 
antara attorney general dengan public prosecutor.7 
Istilah pertama diartikan sebagai ”Jaksa Agung” dalam bahasa Indonesia, 
sedang yang kedua diartikan sebagai ”penuntut umum”. Demikian pula dalam 
Bahasa Belanda, dibedakan antara officer van justitie untuk istilah ”Jaksa” dan 
openbaar aanklage untuk ”penuntut umum”. Sementara dalam Bahasa Melayu 
Malaysia digunakan istilah ”Peguam Negara” untuk Jaksa, dan ”Pendakwa Raya” 
untuk ”penuntut umum”, yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam 
Negara. Jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian 
Dalam Negeri.8 
Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945,  tidak 
menyebutkan institusi kejaksaan secara jelas, di dalam Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (KRIS) dan UUD sementara  (UUDS) 1950 yang menganut 
sistem parlementer di temukan kata Jaksa Agung dalam konteks pejabat tinggi 
Negara. Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 1959 mengeluarkan 
                                                 
6 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi. Sinar grafika, 
Jakarta, 2010 hal. 187. 
7 Makalah Yusril Ihza Mahendra 2010, Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam 
Sistem Presidensial di bawah UUDNRI Tahun 1945. (online) http://yusril.ihzamahendra.com 
/2010/08/08.html, hal 1 (15 Desember 2011) 




Keputusan Presiden (Keppres) No. 204 Tahun 1960, yang secara tegas 
memisahkan kejaksaan dari kementerian kehakiman dan Mahkamah Agung  dan 
menjadikan bagian langsung dari kabinet dan Jaksa Agung dianggat sebagai 
anggota kabinet.9 
Andi Hamzah10 mengatakan kinerja Kejaksaan hanya mungkin dilakukan 
jika posisi Kejaksaan dikembalikan ke habitatnya, yaitu sebagai bagian dari 
lembaga Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUDNRI 
Tahun 1945 yang mengatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan” dan ayat (3) “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.  
Itulah sebabnya pada 1945-1959 Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada 
Mahkamah Agung. Hal itu membawa dampak lebih jauh, yaitu Jaksa Agung tidak 
berada diranah eksekutif sepenuhnya. Dalam hal penuntutan, apalagi sejak Jaksa 
Agung duduk dalam sidang kasasi Mahkamah Agung, Jaksa Agung tidak dapat 
lagi diberi perintah oleh eksekutif atau presiden. Dalam Undang-Undang 
Mahkamah Agung Tahun 1950 yang berlaku sampai 1965 disebutkan Mahkamah 
Agung terdiri atas 1 ketua dan 5 anggota dan 1 Jaksa Agung dan 4 Jaksa Agung 
muda. Jadi, Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda termasuk kelengkapan 
Mahkamah Agung. Sejak 1961, Kejaksaan dijadikan lembaga tersendiri terlepas 
                                                 
9 Ibid., hal 4-5. 
10Andi Hamzah 2010. Menyoal Wacana Jaksa Agung Karier-Non-Karier. (online) 
http://mediaindonesiacom/2010/10/Menyoal-Wacana-Jaksa-Agung-KarierNonkarier.htm oleh Prof 
Dr (Jur) Andi Hamzah Pensiunan jaksa utama; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti 




dari Departemen Kehakiman lalu Jaksa Agung menjadi menteri, kemudian 
setingkat dengan menteri.11 
Sepanjang sejarah Kejaksaan, pada posisi Jaksa Agung banyak dipegang 
oleh orang luar Kejaksaan (Jaksa Agung non-karier), daftar Jaksa Agung non-
karier dari kalangan militer maupun nonmiliter, yaitu Jenderal A Soethardhio, 
Jenderal Sugih Arto, Jenderal Ali Said, Jenderal Ismail Saleh, Jenderal Hari 
Suharto, Laksamana Sukarton Marmosudjono, Jenderal Andi Ghalib, Marzuki 
Darusman, Marsillam Simanjuntak, Abdul Rahman Saleh.12 Pendapat dari Andi 
Hamzah ini merupakan reaksi terhadap beberapa pendapat pakar yang 
memperdebatan posisi dan kedudukan Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai 
Pejabat Negara yang setingkat Menteri serta permasalahan Jaksa Agung karier 
atau non-karier dan masa jabatan Jaksa Agung. 
Kemudian  juga ada pendapat dari Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah waktunya diamandemen. Yusril  
merupakan pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai 
Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait masa jabatan Jaksa Agung. Menurut 
Yusril terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan, di antaranya 
tentang pengangkatan Jaksa Agung dan posisinya di dalam sistem pemerintahan. 
Hal tersebut diungkapkan Yusril di hadapan rapat dengar pendapat umum dengan 
Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 13 
                                                 
11 Ibid.,   
12 Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung dari masa ke masa. (online) 
http.///www.kejaksaan.go.id./(14 Desember 2011) 
13 Kompas, 2011. Saatnya Amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 




Menurut Yusril, posisi Jaksa Agung yang berada di bawah Presiden tidak 
perlu diubah. Di bawah Presiden ataupun tidak bukanlah persoalan 
konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan kebijakan politik hukum 
sehingga tidak ada masalah diletakkan di mana pun.14  
Hanya saja, Yusril mengusulkan agar pola pengangkatan dan pemberhentian 
Jaksa Agung diubah. Pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR RI). Hal tersebut dimaksudkan agar penentuan Jaksa 
Agung tidak absolut berada di tangan Presiden atau hak prerogratif Presiden dan 
pemberhentiannya harus diperjelas juga karena terkait juga dengan masa jabatan 
Jaksa Agung itu sendiri.15 
Belakangan ini timbul wacana adanya amandemen mengenai Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dalam 
rencana amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 
diusulkan untuk melibatkan DPR RI dalam proses pemilihan Jaksa Agung melalui 
proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test seperti yang dilakukan 
terhadap pengangkatan atau pemilihan Kapolri dan Panglima TNI, dimana 
Presiden mengajukan beberapa calon dan meminta persetujuan DPR RI. Selama 
ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia, Jaksa Agung ditunjuk langsung oleh Presiden atau hak 
prerogratif Presiden.16 
Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, ada beberapa pokok pemikiran yang 
akan digulirkan sebagai politik hukum dalam amandemen Undang-Undang 
                                                 
14 Ibid.,  
15 Ibid., 






Nomor 16 Tahun 2004. Pertama, usulan mengeluarkan kedudukan Kejaksaan 
Republik Indonesia dari pemerintahan (eksekutif) dan memasukkannya sebagai 
bagian kekuasaan kehakiman (yudikatif). Kedua, melibatkan DPR RI dalam 
pemilihan Jaksa Agung. Ketiga, keinginan membatasi pengertian "kepentingan 
umum" dalam kewenangan Jaksa Agung dalam melaksanakan wewenang 
mengesampingkan perkara atau deponeering.17  
Selain itu, juga diusulkan agar Jaksa Agung harus berasal dari pegawai 
karier atau dengan kata lain Jaksa karier dan juga perlu diperjelasnya lagi 
mengenai masa jabatan Jaksa Agung setelah timbulnya permasalahan keabsahan 
mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Menurut Basrief, rencana amandemen 
awalnya dilatarbelakangi oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
berkaitan dengan Kejaksaan. Pertama, putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 
tanggal 22 September 2010 mengenai masa jabatan Jaksa Agung berakhir 
bersama jabatan Presiden. Kedua, putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 
tentang pembatasan kewenangan Kejaksaan dalam melarang peredaran buku yang 
isinya dinilai mengganggu ketertiban umum.18 
Tentu banyak pertimbangan dengan adanya rencana amandemen Undang-
Undang Kejaksaan karena disatu sisi Kejaksaan dengan pimpinannya Jaksa 
Agung untuk melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk 
tegas tak pandang bulu dan bebas dari pengaruh kekuasaan tetapi di sisi lain 
kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri yang ada 
dalam wilayah kekuasaan eksekutif membuat Jaksa Agung berada di posisi yang 
                                                 
17 Ibid., Hal 2  
18Kompas, 2011. Jaksa Agung diusulkan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. (online) 





sangat strategis dan berpengaruh juga dengan masa jabatan Jaksa Agung tersebut 
sehingga timbul persoalan seperti kasus mantan Jaksa Agung Hendarman 
Supandji yang dianggap tidak sah atau Jaksa Agung ilegal oleh Yusril Ihza 
Mahendra.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah 
tersebut dengan mengambil judul “IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN 
JAKSA AGUNG SEBAGAI PEJABAT NEGARA SETINGKAT MENTERI 
TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG”. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia 
merdeka hingga saat ini ? 
2. Bagaimana implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat 
Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung? 
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak 
awal Indonesia merdeka hingga saat ini. 
2. Mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung 






1.4 MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian, selain mempunyai tujuan yang jelas, juga di harapkan 
memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian adalah : 
1. Manfaat Teoritis: 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara 
pada khususnya. 
b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah 
yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk 
tahap berikutnya. 
c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang di teliti. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa : 
i. Dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengaturan masa jabatan 
Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini. 
ii. Dapat mengetahui implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai 
Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung. 
iii. Dapat menambah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara. 
 
b. Bagi Masyarakat : 





ii. Memberikan informasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari 
kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri 
terhadap masa jabatan Jaksa Agung. 
 
c. Bagi Pemerintah : 
i. Memberikan pengetahuan mengenai implikasi yuridis kedudukan 
Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa 
jabatan Jaksa Agung. 
ii. Memberikan rekomendasi pembenahan Kejaksaan Republik 
Indonesia, kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat 
Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung. 
iii. Memberikan rekomendasi terhadap pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baru mengenai kedudukan Jaksa Agung 
Republik Indonesia dan masa jabatannya dalam Ketatanegaraan 
Indonesia. 
 
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi 
penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab. 
Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam. 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 





BAB II: KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 
penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul (implikasi yuridis 
kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap masa 
jabatan Jaksa Agung). Teori yang dimaksud adalah teori Lembaga Negara, teori 
Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “checks and balances”, Lembaga Kejaksaan 
Republik Indonesia dalam Hukum Tata Negara dan beberapa Kejaksaan di Negara 
lain. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang 
digunakan : bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik penelusuran bahan 
hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
BAB IV: PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan, dijelaskan lebih lanjut 
berbagai pembahasan mengenai rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai 
pengaturan masa jabatan Jaksa Agung sejak awal Indonesia merdeka hingga saat 
ini. Yang terdiri dari pengaturan Jaksa Agung dari periode awal Indonesia 
merdeka hingga saat ini, didalamnya akan dijelaskan mengenai dasar hukum 
penetapan/pengangkatan Jaksa Agung, masa jabatannya dan pemberhentian Jaksa 
Agung. Dan juga disertakan pembahasan mengenai implikasi yuridis kedudukan 
Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan 




pengujian Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap masa jabatan 
Jaksa Agung.  
BAB V: PENUTUP 



























2.1 Lembaga Negara 
Berbicara lembaga tentang kelembagaan Negara dapat dipastikan erat 
kaitannya dengan konsep struktur ketatanegaraan, lembaga Negara, badan 
pemerintahan serta tugas dan wewenangnya. Adapun struktur ketatanegaraan 
mempunyai pengertian yang sama the structure of government atau susunan 
pembagian kekuasaan yang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 
berkenaan peraturan susunan dan bentuk pemerintahan serta hukum tata negara19 
Definisi dan pengertian lembaga Negara sangat beragam. Didalam 
kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah potical 
institusion sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat 
organen sementara itu dalam bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, 
badan Negara atau organ Negara.20 
Sebenarnya, secara sederhana, istilah organ Negara atau lembaga Negara 
dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, 
atau yang biasa disebut Ornop atau organisasi Nonpemerintahan. Oleh sebab itu, 
lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita 
sebut sebagai Lembaga Negara. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah 
legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. Dalam kamus 
besar Bahasa Indonesia kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal 
                                                 
19 Philips A. Kana. Tentang Negara dalam Sistem Ketatanegaraan UUD dalam Skripsi Tahegga. 
Revitalisasi peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Melakukan Pengawasan terhadap 
kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011 Hal 17 
20 Nikmatul Huda. LembagaNegara dalam Masa Transisi Demokrasi dakam skripsi Tahegga 
Revitalisasi peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Melakukan Pengawasan terhadap 




(yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) 
badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau 
melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas 
interaksi sosial yang berstruktur.21  
Montesquieu dalam ajarannya yang bernama trias politica mengatakan 
fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan 
fungsi yudikatif. Menurut John Locke fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari 
fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi federatif. Sementara itu sarjana 
Belanda C. van Vollenhoven mengatakan fungsi kekuasan Negara itu terdiri dari 
fungsi regeling (pengaturan), fungsi bestuur ( penyelengaraan pemerintahan), 
fungsi rechtsspraak atau peradilan dan fungsi politie yaitu yang berkaitan dengan 
fungsi ketertiban dan keamanan. Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh 
Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, kenyataan dewasa ini 
menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak 
saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya sederajat dan saling mengendalikan satu 
sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.22 
2.1.1 Konsepsi tentang Organ Negara 
Untuk memahami pengertian organ atau lembaga Negara secara lebih dalam, 
kita dapat melihat dari pandangan Hans Kelsen yang menguraikan bahwa siapa 
saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum adalah 
suatu organ. Artinya, organ Negara itu tidak selalu berbentuk hukum, lebih luas 
lagi, setiap jabatan yang ditentukan hukum dapat pula disebut organ, asalkan 
                                                 
21 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1997. Dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan 
dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi. Sinar grafika, Jakarta, 2010 hlm. 27 
22 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi. Sinar grafika, 




fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan bersifat menjalankan norma. 
Dengan demikian, lembaga atau organ Negara dalam arti sempit dapat dikaitkan 
dengan jabatan dan pejabat, yaitu jabatan umum, jabatan hukum dan pejabat 
umum dan pejabat hukum. Konsep Negara  dan lembaga Negara itu sangat luas 
maknanya, sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga cabang 
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.23 
Pertama, organ Negara paling luas mencakup setiap individu yang 
menjalankan fungsi law-creating dan law-applying. Kedua,organ Negara dalam 
arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian yang pertama yaitu yang juga 
mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan 
pemerintahan. Ketiga, organ Negara dalam arti sempit  yaitu badan atau 
organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan law-applying dalam 
kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Didalam pengertian 
ini lembaga Negara mencakup pengertian lembaga Negara yang dibentuk oleh 
Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden ataupun keputusan 
Presiden yang tingkatannya lebih rendah baik ditingkat pusat ataupun daerah. 
Keempat, organ Negara atau lembaga Negara itu hanya sebatas pada pegertian 
lembaga-lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, 
Undang-undang, atau peraturan yang lebih rendah serta lembaga Negara tingkat 
pusat dan daerah. Kelima, dalam arti sempit lembaga Negara yang 
kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945 disebut sebagai lembaga tinggi 
Negara.24 
 
                                                 
23 Ibid, hal 31-33 




2.1.2 Pemahaman tentang Lembaga Negara  
Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, 
lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga Negara saja. Ada yang 
dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, 
ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, 
dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 
(Keppres). Hierarki kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat 
pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga 
Negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar meruapakan organ 
konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan 
organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum 
terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud 
dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah 
lagi tingkatannya.25 
Gambar 1.  
Struktur Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945  
Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum 
Perubahan UUD 1945  
 
                                                 




Struktur Ketatanegaraan RI Setelah 




Beberapa lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945: 
Komisi Yudisial 
suatu komisi pemilihan umum 
suatu bank sentral 
Sumber : Bahan Hukum Sekunder (situs resmi Sekretaris Negara Republik 
Indonesia. Struktur Lembaga Negara sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945  
(online) http://www.setneg.go.id/ 15 Januari 2011) 
 
 
2.2 Pemisahan Kekuasaan dalam Perspektif Teoritis Historis  
2.2.1 Ragam Pengertian Pemisahan Kekuasaan 
Negara hukum tidak berarti apa-apa apabila kekuasaan penguasa Negara 
masih bersifat absolut dan tidak terbatas. Persoalan yang muncul adalah bahwa 
dalam konstitusi dan praktik penyelengaraan pemerintahan Negara di berbagai 
Negara terdapat berbagai pemahaman tentang “pemisahan kekuasaan”. Dalam 
kaitan dengan teori pemisahan kekuasaan ini, timbul berbagai pemahaman tentang 
sistem cheks and balances, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, delegasi 
kekuasaan legislatif, tanggung jawab eksekutif terhadap badan pembentuk 
undang-undang, hak uji materiil dan sebagainya. Oleh karena itu muncul berbagai 
modifikasi paham pemisahan kekuasaan.26  
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Konsentrasi kekuasaan Negara Inggris terletak pada badan legislatifnya, 
yang dalam pengertian tertentu lebih unggul dari pada badan eksekutif dan 
yudikatif. Oleh sebab itu muncul kritikan terhadap deskripsi Montesquieu tentang 
pemisahan kekuasaan di Negara Inggris. Sistem hukum Amerika Serikat 
memisahkan kekuasaan antara Presiden dan Kongres. Badan eksekutif tidak dapat 
diganti atau dibubarkan oleh badan pembuat undang-undang. Demikian juga 
kekuasaannya bukan berasal dari yang lain karena masing-masing merupakan 
koordinat atau sederajat untuk memperoleh kekuasaannya secara terpisah 
berdasarkan konstitusi. Berkenaan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari 
badan legislatif dan eksekutif, doktrin pemisahan kekuasaan tidak digunakan 
secara konsisten untuk mendukung lembaga yudikatif dalam membatalkan 
tindakan lembaga legislatif dan eksekutif. Sebaliknya sistem di Prancis 
mengimplikasikan bahwa kekuasaan yang terpisah tidak boleh bercampur 
fungsinya dengan fungsi yang lain.27 
2.2.2 Pemikiran John Locke dan Montesquieu 
John Locke bereaksi terhadap absolutisme ketika ia mendukung pembatasan 
kekuasaan raja, dengan alasan bahwa tujuan manusia memasuki suatu “social 
contract” adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk 
memiliki. Ketiga modal dasar itu dipandang sebagai “milik” yang memberikan 
kepada manusia status politik. Dalam konteks pemisahan kekuasan atau 
pembagian kekuasaan tersebut, John Locke membagi kekuasaan atas: pertama, 
kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan 
melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan (federatif).28 
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 Selanjutnya, John Lokce mengembangkan fungsi Negara menjadi empat, 
yaitu sebagai pembentuk undang-undang (legislating), sebagai pembuat keputusan 
(judging), sebagai pengguna kekuatan baik secara internal untuk melaksanakan 
undang-undang maupun secara eksternal, di luar negeri untuk membela 
masyarakat. Locke manamakan fungsi pertama “legislative power”, fungsi kedua 
“eksekutif power”, fungsi ketiga “federative power”, yang meliputi kekuasaan 
perang dan damai serta kekuasaan luar negeri.29 
John Locke hanya merasionalisasi dan mensistemasi fungsi-fungsi 
kekuasaan Negara, tidak merumuskan teori mengenai pembagian atau pemisahan 
kekuasaan. Menurut Locke, kekuasaan Negara tidak harus diletakkan atau 
menjamin hak-hak individual. Namun Locke, mengakui bahwa bila kekuasaan 
diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.30 
Terpengaruh pemikiran Locke, Montesquieu mengemukakan teori 
pemisahan kekuasaan Negara dalam tiga bidang, yaitu pertama kekuasaan 
legislatif, yang membentuk Undang-Undang, kedua kekuasaan eksekutif, yang 
melaksanakan Undang-Undang, dan ketiga kekuasaan yudikatif, yang 
menjalankan kekuasaan kehakiman.31 
Menurut Montesquieu, kebebasan politik hanya ada di Negara-negara di 
mana kekuasaan Negara dan semua fungsi yang berkaitan tidak berada pada 
tangan orang yang sama. Montesquieu menyerahkan berbagai fungsi Negara 
kepada fungsi pembuat pembuat Undang-Undang, fungsi membuat keputusan dan 
melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir adalah mencakup apa yang oleh 
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Locke disebut kekuasaan eksekutif dan federatif. Untuk menjamin kebebasan, 
ketiga fungsi Negara tersebut tidak boleh berada pada satu tangan yang sama.32 
2.2.3 Distribusi kekuasaan 
Sir Ivon Jennings membedakan pemisahan kekuasan dalam pengertian 
material dan formal , berkaitan dengan itu Ismail Sunny berpendapat bahwa 
pemisahan kekuasaan dalam pengertian material sepantasnya pemisahan 
kekuasaan. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan dalam pengertian formal disebut 
pembagian kekuasaan. Kemudian Ismail Sunny menyimpulkan bahwa pemisahan 
kekuasaan dalam pengertian material tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan 
di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan adalah pemisahan kekuasaan dalam 
pengertian formal. Dengan kata lain di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan 
dengan tidak menekankan pada pemisahannya, bukan pemisahan kekuasaan. 
Mencermati pandangan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUDNRI) jelas tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan tetapi 
pembagian kekuasaan.33 
2.2.4 Distribusi Fungsi Pemerintahan 
Berbeda pendapat dengan yang diutarakan John Locke dan Montesquieu, C. 
Van Vollenhoven mengemukakan empat fungsi pemerintahan, yaitu 
bewindvoeren (pemerintahan dalam pengertian sempit), politie (polisi), regeling 
(membuat peraturan) dan rechtspraak (mengadili). Pembagian dalam empat 
fungsi pemerintahan yang di ungkapkan Van Vollenhoven tersebut disebut juga 
dengan istilah caturpraja. Fungsi bestuur berbeda dari eksekutif konsep 
Montesquieu karena fungsi bestuur mempunyai tugas yang lebih luas, tidak hanya 
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menjalankan Undang-Undang, tetapi juga meliputi tugas Negara dalam 
penyelenggaraan kepentingan umum, dan yang tidak termasuk di dalamnya adalah 
tugas mempertahankan ketertiban umum secara preventif, mengadili atau 
membuat peraturan. Fungsi bestuur lebih luas dari pada lapangan pekerjaan ketiga 
kekuasaan lainnya.34 
2.2.5 Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “checks and balances”  
Jimly Asshidiiqie mengatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia 
setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan 
yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan 
mekanisme struktural organ-organ Negara Republik Indonesia yang tidak dapat 
lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru 
yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah (a) 
penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling 
melengkapi secara komplementer; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks 
and balances’ (c) pemurnian sistem pemerintah presidential; dan (d) penguatan 
cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.35 
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya 
diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan 
seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai 
lembaga tertinggi hukum dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis 
inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertical ke dalam lembaga-
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lembaga tinggi Negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut 
disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi, 
dalam Undang-Undang dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut 
ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation 
of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi 
lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain 
berdasarkan prinsip ‘checks and balances’.36 
Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR), tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang 
sederajat dengan lembaga Negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-
tugas pengawasan, disamping lembaga hukum legislatif dibentuk pula Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan 
Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada 
Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 
yang sekarang berganti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sedangkan 
cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan 
Mahkamah Konstitusi (MK).37 
Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebut antara 
lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) 
sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi hukum ada 
pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Presiden adalah kepala 
eksekutif. Disamping itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang 
tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden harus bertanggungjawab atau 
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menyampaikan pertanggung-jawaban jabatannya. Selain itu, ketentuan mengenai 
Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti ditentukan dalam pasal 
24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip 
‘check and balances’ antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga 
ketentuan itu memastikan tafsir berkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR 
dari kedudukannya sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat 
dengan Presiden berdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and 
balances’.38 
2.3 Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia 
2.3.1 Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia 
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan 
kekuasaan Negara  khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang 
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 
Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara  
khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang 
utuh yang tidak dapat dipisahkan.39  
2.3.2 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 
 Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada 
zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, 
istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan 
jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari 
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kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.40 Seorang peneliti Belanda, W.F. 
Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman Kerajaan 
Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). 
Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan 
dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni 
hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.41 
 Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang 
mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi 
(oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, 
bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga 
adalah seorang adhyaksa.42 
 Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa 
dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang 
menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van 
Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen 
(Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah 
langsung dari Residen/Asisten Residen.43 
 Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 
difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan 
tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, 
No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang 
pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin 
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(pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara 
resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk: 1. Mencari 
(menyidik kejahatan dan Pelanggaran, 2. Menuntut perkara, 3. Menjalankan 
putusan pengadilan dalam perkara criminal, 4. Mengurus pekerjaan lain yang 
wajib dilakukan menurut hukum.44 
 Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam 
Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. 
Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan 
peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, 
maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.45 Secara 
yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan 
Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, 
yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara 
Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.46 
 Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar 
pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan 
Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang 
menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Memasuki masa reformasi Undang-







undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.47  
2.3.2 Visi Misi Kejaksaan Republik Indonesia 
Visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk “mewujudkan 
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara 
independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam hukum berdasarkan 
Pancasila”48 Berikut adalah Misi dari Institusi Kejaksaan Republik Indonesia49: 
a. Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam menegakkan hukum. 
b. Mengoptimalisasi pemberantasan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) dan 
penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 
c. Menyesuaikan hukum dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum 
dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. 
2.3.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia 
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari :50. 
a. Melakukan penuntutan. 
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 
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d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang. 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 
negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, 
kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan. 
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 
Negara. 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal  
2.3.4 Pelaksana Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia 
a. Kejaksaan Agung 
 Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan 
daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.51 
Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung. 
 
 
                                                 





b. Kejaksaan Tinggi 
Kepala kejaksaan tinggi pimpinan kejaksaan tinggi yang mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Kepala 
kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi sebagai 
kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur 
pelaksana.52 
c. Kejaksaan Negeri 
Kepala kejaksaan negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang 
mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. 
Kepala kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan 
dan unsur pelaksana.53 
d. Cabang Kejaksaan Negeri 
Kepala cabang kejaksaan negeri adalah pimpinan cabang kejaksaan negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang mengendalikan pelaksanaan tugas 
dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang 
membawahkannya. Kepala cabang kejaksaan negeri dibantu oleh beberapa orang 
unsur pelaksana.54 
2.3.5 Pengertian Jaksa Agung Republik Indonesia 
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan 
yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. 
Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa 
Agung Muda. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan 
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unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.55 Jaksa 
Agung adalah pejabat Negara dan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden.56 
Jaksa Agung dilarang merangkap jabatan menjadi57 : 
a. Pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan 
perundang-undangan. 
b. Advokat 
c. Wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terakait dalam perkara 
yang sedang diperiksa olehnya. 
d. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau 
badan usaha swasta. 
e. Notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah. 
f. Arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
g. Pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-
undang. 
h. Pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. 
2.3.6 Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia 
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang58: 
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan 
dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. 
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b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-
undang. 
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. 
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 
dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. 
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 
dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana. 
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . 
g. Jaksa agung memberikan ijin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat 
atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam 
keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. 
h. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan dalam negeri 
diberikan oleh Kepala Kejaksaan setempat atas nama Jaksaa Agung, 
sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan dirumah sakit di luar 
negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. 
i. Izin sebagaimana dimaksud diatas, hanya diberikan atas dasar rekomendasi 
dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi 
tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan 
dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri . 
j. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara 




k. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas disampaikan 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip 
akuntabilitas. 
2.3.7 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia 
 
Gambar 2. 
Struktur Kejaksaan Republik Indonesia 
 
Sumber : Bahan Hukum Sekunder (situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia. 
Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia (online) www.kejaksaan.go.id 
(15 Januari 2012). 
 
  
2.4 Kejaksaan di Negara lain 
a. Kejaksaan Thailand 
Kejaksaan Agung Thailand berwenang untuk menangani perkara tindak 
pidana umum dan perdata serta memberikan pendapat hukum kepada lembaga 
pemerintahan dan badan-badan usaha milik Negara, Kejaksaan Agung Thailand 




kepentingan Negara, representasi masyarakat umum. Menurut konstitusi Tahun 
1997, pengadilan harus berdiri sendiri, bebas dari departemen kehakiman, 
Kejaksaan Agung berada dibawah departemen kehakiman yang juga mengawasi 
lembaga pemasyarakatan.59 Kejaksaan Thailand berbeda dengan Kejaksaan di 
Indonesia, jika di Indonesia Kejaksaan Agung diatur tersendiri dalam Undang-
Undang Kejaksaaan Agung dan berada di dalam lembaga pemerintahan atau 
eksekutif tetapi tidak dibawah Kementerian Kehakiman melainkan menjadi 
lembaga tersendiri yang dilaksanakan secara merdeka sesuai Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004. 
Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pidana terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1956 (The Penal Code 1956) sementara 
hukum acara pidana Thailand di atur didalam Kitab Hukum Acara Pidana Tahun 
1935 (the Criminal Prosedure Code 1956.60 
b. Kejaksaan Amerika Serikat 
Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) adalah kepala Departemen Kehakiman 
Amerika Serikat yang berurusan dengan masalah-masalah hukum dan pejabat 
penegak hukum utama dalam pemerintah Amerika Serikat. Jaksa Agung dianggap 
sebagai pengacara utama pemerintah AS. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden 
Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh Senat Amerika Serikat. Jaksa Agung 
menjabat sebagai anggota kabinet Amerika Serikat di bawah Presiden.61 
Kejaksaan Agung Amerika Serikat disebutkan dengan jelas, Jaksa Agung anggota 
kabinet dan diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh senat, 
                                                 
59 Marwan Effendi. Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. 
Op.Cit. hal 75-76 
60 Ibid, 76-77 
61 Wikiipedia. 2012. Jaksa Agung Amerika Serikat. (online) http/id.wikipedia.org/wiki/Jaksa 




berbeda dengan di Indonesia yang di dalam Undang-Undang Kejaksaan 
mengatakan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Jaksa 
Agung adalah pejabat Negara setingkat Menteri dan tidak perlu meminta 
persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Jabatan Jaksa Agung dibentuk oleh Kongres pada 1789, tugas-tugas asli dari 
pejabat ini adalah "menuntut dan melaksanakan semua tuntutan 
hukum Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Amerika Serikat, dan 
memberikan nasihat dan pandangannya tentang masalah-masalah hukum apabila 
diminta oleh Presiden Amerika Serikat, atau apabila diminta oleh kepala 
departemen manapun juga." (Undang-Undang Kehakiman tahun 1789, pasal 35.) 
Baru pada 1870 Departemen Kehakiman dibentuk untuk mendukung Jaksa Agung 
dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jaksa Agung tampil secara pribadi 
untuk mewakili Pemerintah di hadapan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus 
yang sangat penting.62 Jabatan Jaksa Agung diatur dalam Undang-Undang 
Kehakiman sejak 1789 dan dibantu departemen kehakiman tahun 1870 sementara 
di Indonesia Jaksa Agung baru diatur secara jelas tahun 1961 dengan dibentuknya 
Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
sebelumnya masih diatur melalui UUD 1945 sebelum amandemen pasal II aturan 
peralihan. 
c. Kejaksaan Philipina 
Di Negara Philipina, Kejaksaan adalah semata-mata penuntut umum (public 
prosecutor) yang pada tingkat nasional di Philipina berada di bawah Department 
of justice (departemen Kehakiman), letak kejaksaan di Philipina tidak rancu dan 
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jelas berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif. Kepala Department of justice di 
sebut dengan istilah “Secretary of justice” lalu istilah menteri (minister) tidak 
dikenal. Public prosecutor sama sekali tidak mempunyai kewenangan intelejen 
dan penyidikan, semua diserahkan pada NBI (National Bureau of investigation) 
yang berada di bawah department of justice sama seperti public prosecutor. Istilah 
Attorney General samasekali tidak di kenal, Attorney digunakan untuk menyebut 
advokat profesional yang bekerja sebagai “lawyer” swasta.63 
Negara Philipina sama dengan Negara Indonesia memakai sistem 
Presidensial namun di Philipina tidak terdapat kerancuan mengenai kedudukan 
Kejaksaan Agung yang jelas termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif di bawah 
departemen kehakimannya dan istilah Jaksa Agung di Negara tersebut tidak 
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3.1  Jenis Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi.64Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang 
berlaku. Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan dianalisis 
berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kedudukan Jaksa Agung 
sebagai Pejabat Negara setingkat menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung. 
Kemudian, dianalisis sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang ada dan 
kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang berpendapat 
bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan”.65 Kemudian Johnny Ibrahim berpendapat sebagai 
konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 
yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau 
norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah 
peneltian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.66 
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3.2  Pendekatan penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical 
approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) adalah 
pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.67 Dilakukan dengan 
menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 
Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dimana 
dalam karya ilmiah hukum ini peneliti hendak menganalisis yuridis terhadap 
Undang-Undang Kejaksaan dan Jaksa Agung dari awal Indonesia merdeka hingga 
saat ini dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-VIII/2010 tentang 
pengujian Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. Pendekatan historis (historical approach) dilakukan dalam 
kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini 
sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu 
ke waktu,68 Dimana dalam karya ilmiah hukum ini peneliti hendak meneliti 
sejarah mengenai Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung dari masa ke masa atau dari 
awal Indonesia merdeka hingga saat ini. 
3.3  Bahan hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari: 
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1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif artinya 
mempunyai otoritas.69 Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini 
meliputi : 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum 
amandemen.  
b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 
c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) 
d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah 
amandemen. 
e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan 
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 
f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Badan-Badan Kehakiman 
dan Kejaksaan. 
g. Undang-Undang Nomor 16 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. 
h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia.  
j. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 
k. Putusan MK Nomor. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 22 ayat 
(1) huruf d Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
                                                 




2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum dan 
memberi penjelasan bahan hukum primer, yang terdiri dari : 
a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan 
Jabatan fungsional Jaksa. 
b. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 
pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. 
c. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 331/P Tahun 2007 tentang reshuffle 
Kabinet Indonesia Bersatu. 
d. Buku dan Jurnal ilmiah yang terkait dengan Kejaksaan dan Jaksa Agung. 
e. Artikel internet (situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia). 
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang 
terdiri dari : 
a. Kamus Hukum 
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
c. Kamus Inggris-Indonesia 
3.4  Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen 
atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan dengan 
melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-
undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang 
dapat memperjelas konsep-konsep hukum.  Teknik penelusuran bahan hukum ini 




peraturan-peraturan perundang- undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang 
berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. 
Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi 
yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode 
pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana 
penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti. Selain itu penulis melakukan wawancara dan diskusi dengan dosen 
pembimbing. 
3.5  Teknik Analisis Bahan Hukum  
Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum 
yang dikategorikan dan disusun secara sistematis. Analisis bahan hukum 
digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang telah diperoleh. Bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dengan 
menggunakan pisau analisis yang ada pada tinjauan pustaka. Kemudian 
dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal 
literatur baik cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, situs 
resmi Kejaksaan Republik Indonesia, dan artikel di internet yang berkaitan 
dengan Kejaksaan dan Jaksa Agung. Seluruh bahan hukum yang berhasil 
dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, kemudian diolah dan 
dianalisis agar dapat dideskripsikan memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan selanjutnya ialah membuat kesimpulan agar dapat dipahami. 
Proses analisis bahan hukum yang didapat digunakan sistem Interpretasi 




hukum.70 Adapun metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normative ini 
ada tiga metode. Pertama, penafsira gramatikal yaitu penafsiran menurut tata 
bahasa sesuai dengan yang tertera di dalam aturan perundang-undangan.71Kedua, 
penafsiran historis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari 
atau menggali makna yang ada di dalamnnya sehingga diketahui maksud atau 
keinginan dari pembentuk undang-undang.72 Ketiga, penafsiran Sistematis, yaitu 
penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan 
hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.73 
3.6.1 Definisi Konseptual 
a. Implikasi yuridis adalah keterlibatan atau keadaan terlibat menurut hukum 
yang ditimbulkan dengan adanya kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat 
Negara setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung. 
b. Kedudukan adalah suatu tempat atau posisi yang dijabat oleh seseorang 
dalam jabatan tertentu. 
c. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan 
yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang 
kejaksaan. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab 
pada Presiden. 
d. Pejabat Negara adalah seseorang yang memegang jabatan penting 
dipemerintahan yang menurut Undang-Undang memegang atau menerima 
amanah untuk menduduki posisi atau jabatan tinggi Negara untuk 
kepentingan rakyat. 
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e. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu 
Presiden yang memimpin Kementerian. Para Menteri adalah pembantu 
Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan karena 
bertanggung-jawab kepada Presiden bukan pada parlemen. 
f. Masa jabatan adalah waktu atau periode dimana seseorang diberikan 
tanggung jawab dan tugasnya dalam mengemban amanah yang diberikan 
oleh Undang-Undang atau melalui proses politik. 
g. Pejabat Negara setingkat Menteri adalah pejabat negara yang disetarakan 
dengan Menteri Negara dan secara administrasi memiliki jabatan, gaji , 




















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pengaturan Masa Jabatan Jaksa Agung Sejak Awal Indonesia Merdeka 
hingga saat ini 
Sebelum menguraikan tentang pengaturan masa jabatan Jaksa Agung yang 
memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu dikaji mengenai 
kedudukan Kejaksaan Agung dalam UUDNRI 1945. Kejaksaan Agung tidak 
diatur secara eksplisit dalam UUDNRI 1945, meskipun semula hal ini di usulkan 
dalam rancangan perubahan UUD 1945, tetapi sampai perubahan keempat yang 
disahkan oleh MPR Tahun 2002. Hal itu tidak mendapat kesepakatan. Akan tetapi 
dalam kaitan dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) yang menyatakan “badan-badan 
lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”, maka fungsi 
Kejaksaan jelas sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, 
Kejaksaan Agung dapat dikatakan sebagai salah satu badan yang dimaksud, yang 
juga penting secara konstitusional (constitutionally important state 
institutution).74Jaksa Agung selaku pemimpin tertinggi lembaga ini jelas 
mempunyai tanggung jawab yang besar dan tugas yang berat sehingga tidak salah 
seseorang yang menduduki jabatan ini seringkali silih berganti dari periode ke 
periode , mulai dari Presiden Soekarno hingga saat ini Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dengan berbagai alasan dan berbagai macam cara pemberhentiannya. 
                                                 




Berikut akan diuraikan mengenai pengaturan Jaksa Agung pada saat awal 
Indonesia Merdeka hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang yang mengatur 
mengenai Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung Republik Indonesia. 
4.1.1 Periode awal merdeka Tahun 1945-1960 
Periode ini terbagi menjadi dua bentuk Negara Republik Indonesia yakni 
awal merdeka tanggal 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 Negara kita berbentuk 
Kesatuan kemudian berubah karena disepakatinya diplomasi dengan Kerajaan 
Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, Negara 
kita berbentuk Federal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang 
hanya bertahan sampai tanggal 17 Agustus 1950 dan setelah itu kembali lagi ke 
dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di periode ini pula 
terdapat dua sistem pemerintahan yakni sistem pemerintahan demokrasi 
parlementer (1950-1959) dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-
1965). 
a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Peraturan yang berlaku pada saat periode ini ialah Undang-Undang Dasar 
(UUD)75 1945 sebelum amandemen yakni terdapat pada pasal II aturan peralihan, 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 
tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, 
Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-
Badan kehakiman dan Kejaksaan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, UUD 1945 setelah 
Dekrit Presiden 1959. 
                                                 




Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki UUD yang telah disahkan 
pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah menunjuk Jaksa Agung, namun diawal 
kemerdekaan itu Negara Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-
undangan sendiri yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dan 
Jaksa Agung tersebut, maka pemerintah tetap menggunakan peraturan-peraturan 
lama yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda.76  
Di awal kemerdekaan Negara Indonesia belum memiliki peraturan yang 
jelas mengenai Kejaksaan Agung apalagi Jaksa Agung, namun di dalam mengatur 
Kejaksaan Agung pemerintah memakai peraturan lama yang ada dalam Indische 
Staatsregeling (IS) sedangkan untuk menjalankan kewenangannya Kejaksaan 
memakai Herzeine Indonesich Reglement (HIR) yang diperluas dengan Regering 
Reglement (RR) Stb 1992 No 522. HIR kemudian berubah menjadi Reglemen 
Indonesia yang diperbaharui (RIB).77  
Kemudian setelah berlangsung 2 (dua) tahun barulah terdapat Undang-
Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan 
Kejaksaan Agung yang mengatur sementara mengenai Kejaksaan dan Jaksa 
Agung setelah itu Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan 
kehakiman dan Kejaksaan. 
Disaat Negara kita berubah bentuk menjadi Negara Federal, pemerintah 
memakai Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), lalu setelah kembali 
menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Negara kita memakai 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, dan kembali 
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menggunakan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden Tahun 1959 akibat gejolak 
politik dan gagalnya Dewan Konstituante membuat Dasar Negara. Setelah itu 
sekitar tahun 1961 Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah mulai tertata dengan 
disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. 
b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik 
Indonesia 
Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal II aturan peralihan 
UUD 1945 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan 
kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan Undang-Undang No 19 
Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan 
Kejaksaan. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, 
Maklumat Pemerintah dan Keputusan Presiden atau peraturan lainnya yang pada 
saat itu di jabat oleh Presiden Ir.Soekarno. 
c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Pada zaman ini terdapat sekitar enam (6) orang Jaksa Agung yang pernah 
menduduki sebagai Jaksa Agung, yakni Mr. Gatot Taroenamihardja, Mr.Kasman 
Singodimedjo, Mr. Tirtawinata, R.Soeprapto, Mr. Gatot Taroenamihardja, Mr. 
Goenawan. Masa jabatan para Jaksa Agung rata-rata berumur singkat hanya R. 
Soeprapto yang relatif lama dan Mr. Gatot Taroenamihardja menjabat sebagai 
Jaksa Agung dua kali yakni Jaksa Agung  pertama dan  kelima. Pengaturan masa 
jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci dan menjadi kewenangan penuh 
dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai 




Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama (1) ialah Mr. Gatot 
Taroenamihardja  ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1945 tetapi berlaku surut 
yakni jabatannya dimulai tanggal 19 Agustus 1945, masa jabatan Mr. Gatot 
Taroenemihardja sangat singkat yakni hanya berumur kurang lebih dua (2) bulan. 
Dalam masa jabatan yang singkat Mr Gatot sempat mengeluarkan satu maklumat 
dan satu Intruksi kepada kepala kepolisian  dan jajaran kejaksaan untuk bertindak 
tegas sebagai aparat penegak hukum.78 
Jaksa Agung Republik Indonesia yang kedua (2) ialah Mr. Kasman 
Singodimedjo yang diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 6 November 
1945, masa jabatan Mr.Kasman Singodimedjo berumur kurang lebih enam (6) 
bulan. Dalam masa jabatan Mr. Kasman sempat mengeluarkan maklumat 
mengenai Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dan Instruksi Jaksa 
Agung mengenai berlakunya HIR.79 
Jaksa Agung Republik Indonesia yang ketiga (3) ialah  Mr. Tirtawinata yang 
diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946, dan ketika Indonesia berubah 
menjadi RIS Jaksa Agung Tirtawinata mendapat kehormatan menjadi Jaksa 
Agung RIS. Masa jabatan Mr.Tirtawinata kurang lebih enam bulan. Jaksa Agung 
Tirtawinata merupakan Jaksa Agung yang pertama menjadi penuntut umum di 
pengadilan.80 
Jaksa Agung Republik Indonesia yang keempat (4) ialah R.Soeprapto 
bentuk Negara sudah kembali lagi menjadi NKRI,  masa jabatan Jaksa Agung 
                                                 
78 Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia Gatot 
Taroenamihardja. (online) http:///kejaksaan.go.id/tentang kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).  
79Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia Kasman Singodimedjo. 
(online) http:///kejaksaan.go.id/tentang kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012).  
80 Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia Tirtawinata. (online) 




Soeprapto kurang lebih Sembilan (9) tahun. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung 
Soeprapto banyak berjasa dan dianggap sebagai awalan pembaharuan kejaksaan 
berdasarkan SK Jaksa Agung ke IX Soegiharto, R.Soeprapto ditetapkan sebagai 
Bapak Kejaksaan.81 
Jaksa Agung Republik Indonesia kelima (5) ialah Jaksa Agung Gatot 
Taroenamihardja yang menjabat Jaksa Agung untuk kedua kalinya pada tanggal 1 
April 1959, masa jabatan Jaksa Agung Mr. Gatot Taroenamihardja berlangsung 
singkat kurang lebih empat (4) bulan, dalam masa jabatannya tidak banyak 
perubahan yang dilakukan karena Negara sedang mengalami kekacauan politik.82 
Jaksa Agung Republik Indonesia keenam (6) ialah Mr.Goenawan yang 
diangkat tanggal 31 Desember 1959, masa jabatan Jaksa Agung Goenawan 
berlangsung kurang lebih dua (2) tahun. Dalam masa jabatannya banyak sekali 
perubahan yakni kejaksaan menjadi departemen dan terwujudnya Rancangan 
Undang-Undang Pokok Kejaksaan yang disahkan dan menjadi UU No.15 Tahun 
1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia.83 
d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia 
 Pemberhentian Jaksa Agung dalam pengaturannya tidak diatur dengan jelas, 
Namun didalam Undang-Undang No 7 tahun 1947 terdapat dalam pasal 1 ayat 
(2): “Disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung yang terdiri atas 
satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat 
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beberapa jaksa lain.”84 Dengan begitu pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 
Agung merupakan hak prerogatif Presiden, dan Presiden mengeluarkan 
Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa 
Agung. 
 Lebih jelas pengaturannya di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1948 
pemberhentian Jaksa Agung terdapat dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Para 
Hakim dan para Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, begitu juga 
panitera Mahkamah Agung”85 selanjutnya diatur didalam pasal 21 yakni: Ayat (1) 
“Para hakim dan para jaksa dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya: 
apabila mereka ternyata tidak cakap, apabila mereka diharuskan untuk keperluan 
Negara, dan apabila mereka telah berumur 60 tahun”. Ayat (2) “Selain dari 
dengan alasan-alasan tersebut mereka hanya dapat diberhentikan dari 
jabatannya atas permintaannya sendiri”86. 
 Di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1948 diatur juga mengenai 
kemungkinan Jaksa Agung dapat dipecat dari jabatannya, aturan ini terdapat 
dalam pasal 22 yakni: Ayat (1) “Para hakim dan para Jaksa dapat dipecat, 
apabila mereka dihukum penjara, tutupan atau kurungan dari sebab menjalankan 
kejahatan, apabila mereka jatuh pailit atau dimasukkan penjara dari sebab tidak 
membayar hutangnya, dari sebab kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau 
selalu alpa dalam jabatannya, apabila mereka melanggar larangan tersebut 
dalam pasal-pasal 15, 17 dan 18 Undang-Undang ini”. Ayat (2) “Pemecatan ini 
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dilakukan, untuk para hakim Mahkamah Agung dan para jaksa Kejaksaan Agung, 
atas usul atau pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung, untuk para hakim atas 
usul atau pertimbangan Jaksa Agung, semua setelah yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri”.87 
 Pemberhentian Jaksa Agung bermacam-macam modelnya. Jaksa Agung 
yang pertama Mr. Gatot Taroenamihardja berhenti berdasarkan permintaannya 
sendiri pada saat pertama kali menjadi Jaksa Agung dan pada saat menjadi Jaksa 
Agung yang kelima Mr. Gatot diberhentikan dengan hormat. Jaksa Agung 
Soeprapto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden Soekarno 
karena keberaniannya dan banyak orang yang tidak suka atas sepak terjang R. 
Soeprapto yang tegas menegakkan hukum. 
4.1.2 Periode Tahun 1960-1990 
Periode ini penataan Kejakasaan Agung dan Jaksa Agung sudah mulai 
teratur dan lancar karena sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada 
periode ini terjadi pergolakan politik yang dahsyat di Tahun 1965-1967, yakni 
terjadi pergantian pemimpin Negara di mana rezim Presiden Soekarno yang 
terkenal dengan sebutan Orde Lama lengser (di Impeachment oleh MPRS) 
digantikan dengan rezim baru dibawah komando Jenderal Soeharto yang terkenal 
dengan sebutan Orde Baru. 
Pada zaman ini juga terjadi tragedi Gerakan 30 September Partai Komunis 
Indonesia (G 30 S PKI) yang hingga saat ini menjadi perdebatan siapa dalang 
dalam peristiwa tersebut. Peristiwa selanjutnya setelah itu ialah Surat Perintah 
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sebelas (11) Maret (Supersemar) dimana Presiden Soekarno menyerahkan 
kekuasaan penuh untuk mengamankan Negara kepada Jendral Soeharto, 
disaksikan oleh Mayjen Basuki Rahmat, Mayjen M.Yusuf dan Jenderal A.H. 
Nasution, karena Indonesia sedang mengalami kekacauan. 
a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Peraturan yang berlaku pada zaman ini ialah Undang-Undang Dasar 1945 
sebelum amandemen setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan 
Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No 
I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960, Undang-Undang No 19 Tahun 1948 tentang 
susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan Kejaksaan,. 
b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik 
Indonesia 
Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal II aturan peralihan 
UUD 1945 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan 
kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan Undang-Undang No 19 
Tahun 1948 tentang susunan dan kedudukan Badan-Badan kehakiman dan 
Kejaksaan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No 
I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 
tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui dasar itu 
pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, maklumat pemerintah dan 
Keputusan Presiden yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Ir. Soekarno dan 





c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Pada periode ini terdapat sekitar delapan (8) orang Jaksa Agung yang pernah 
menduduki sebagai Jaksa Agung, yakni R. Kadaroesman, Brigadir Jederal 
(Brigjen) TNI A. Soethardjo, Brigjen TNI Soegih Arto, Letnan Jenderal (Letjen) 
TNI Ali Said, Ismail Saleh, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Hari Suharto, 
Laksamana Muda Sukarton Marmosujuno, SH, Singgih, SH. Masa jabatan para 
Jaksa Agung di periode Orde baru ini sudah stabil dibandingkan periode 
sebelumnya dan lebih banyak di duduki oleh kalangan militer. Pengaturan masa 
jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci dan menjadi kewenangan penuh 
dari Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai 
Undang-Undang No 7 tahun 1947 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1948, serta 
Konvensi Ketatanegaraan tahun 1971 yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto. 
Jaksa Agung Republik Indonesia yang ketujuh (7) ialah R.Kadaroesman, 
masa jabatan Jaksa Agung R.Kadaroesman berlangsung kurang lebih dua (2) 
tahun setelah itu digantikan oleh Jaksa Agung yang kedelapan (8) ialah Brigjen A. 
Soethardjo yang diangkat pada Tahun 1964 menggantikan R. Kadaroesman, masa 
jabatan Jaksa Agung Brigjen A. Soethardjo berlangsung kurang lebih dua (2) 
tahun. Dalam masa jabatannya Irian Barat kembali kepangkuan Ibu Pertiwi NKRI, 
serta mendirikan Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) bagi para jaksa.88 
Jaksa Agung yang ke Sembilan (9) ialah Brigjen Soegih Arto yang diangkat 
pada tanggal 27 Maret 1966, masa jabatan Jaksa Agung Soegih Arto berlangsung 
lama kurang lebih enam (6) tahun memimpin Kejaksaan Agung. Dalam masa 
jabatannya banyak perubahan dan gagasan penting tercipta yakni meninjau ulang 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan peningkatan Struktur Kejaksaan 
Agung Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah.89 
Jaksa Agung yang kesepuluh (10) ialah Letjen Ali Said yang diangkat pada 
Tahun 1973, masa jabatan Jaksa Agung Ali Said berlangung cukup lama kurang 
lebih tujuh (7) tahun hingga tahun 1981 memimpin Kejaksaan Agung. Dalam 
masa jabatannya Jaksa Agung banyak melakukan penyempurnaan di tubuh 
Kejaksaan Agung, yakni dibentuknya direktorat-direktorat para staf ahli dan 
asisten-asisten serta skretaris dalam bidang tertentu, di dalam masa jabatannya 
pula terjadi peristiwa bergabungnya timor-timur dengan NKRI.90 
Jaksa Agung yang kesebelas (11) ialah Letjen Ismail Saleh yang diangkat 
pada tangal 9 Februari 1981 sesuai dengan Keppres No.32/M Tahun 1981 
menggantikan Letjen Ali Said, masa jabatan Jaksa Agung Ismail Saleh 
berlangsung kurang lebih tiga (3) tahun memimpin Kejaksaan Agung. Dalam 
masa jabatannya  Jaksa Agung Ismail Saleh sering melakukan “sidak” atau 
inspeksi mendadak terhadap kejaksaan-kejaksaan yang ada baik di tingkat 
kejaksaan tinggi hingga kejaksaa daerah. Di bawah pimpinan Jaksa Agung Ismail 
Saleh  Kejaksaan Agung mempunyai acuan baru dengan dikeluarkannya 
Keputusan Presidium No 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang 
Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.91  
Jaksa Agung yang keduabelas (12) ialah Mayjen Hari Suharto yang diangkat 
pada tanggal 4 Juni 1984 menggantikan Jaksa Agung Ismail Saleh, masa jabatan 
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Jaksa Agung Hari Suharto  berlangsung kurang lebih empat (4) tahun dalam 
memimpin Kejaksaan Agung dari tahun 1984-1988. Dalam masa jabatannya Jaksa 
Agung Hari Suharto terkenal dengan ketegasannya dalam masalah korupsi, serta 
di era kepemimpinannya berupaya melakukan pembaharuan penyusunan Undang-
Undang Pokok Kejaksaan (UUPK).92 
Jaksa Agung yang ketigabelas (13) ialah Laksamana Muda Sukarton 
Marwosujono yang diangkat pada tahun 1988 dalam kabinet pembangunan V 
menggantikan Jaksa Agung Hari Suharto, masa jabatan Jaksa Agung Sukarton 
Marwosujon berlangsung kurang lebih dua (2) tahun hingga tahun 1990 
dikarenakan meninggal dunia dalam masa jabatannya. Dalam masa jabatannya 
program yang menarik dilakukannya ialah penayangan gambar koruptor di 
televisi yakni TVRI.93 
Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung relatif stabil karena 
Jenderal Soeharto setelah menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 
1971 memulai suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat 
di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti 
kabinet itu94 dan di isi kebanyakan dari kalangan militer yang biasanya setelah 
lengser dari Jaksa Agung diangkat menjadi menteri Kehakiman. Jaksa Agung 
periode ini juga sudah mulai berasal dari kalangan internal kejaksaan sendiri 
bukan dari militer lagi seperti biasanya. 
 
                                                 
92 Situs resmi  Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Mayjen 
Hari Suharto. (online) http:///kejaksaan.go.id/tentang kejaksaan (tanggal 15 Januari 2012). 
93 Situs resmi  Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia Laksamana 
Muda Sukarton Marwosujono. (online) http:///kejaksaan.go.id/tentang kejaksaan (tanggal 15 
Januari 2012). 
94 Op, Cit, Yusril Ihza Mahendra 2010, Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung dalam 




d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia 
 Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya hanya Jaksa Agung Laksamana 
Muda Sukarton Marmosujono yang diberhentikan karena meninggal dunia dalam 
masa jabatannya. Di dalam periode ini juga kembali menegaskan mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif 
Presiden, ini dilakukan sejak presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno dimana 
pengangkatan dan permberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogratif 
Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.  
4.1.3 Periode Tahun 1990-2004 
Periode ini Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung sudah melakukan tugasnya 
dengan baik dan penyempurnaan-penyempurnaan Kejaksaan Agung sudah 
dilakukan termasuk terbentuknya Undang-Undang yang baru bagi Kejaksaan 
Agung yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Pada periode ini juga terjadi 
pergolakan politik yang cukup hebat dimana terjadi pergeseran rezim dari rezim 
Orde Baru ke era yang baru yakni Reformasi pada tahun 1998 yang 
mengakibatkan Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama ±32 
Tahun mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil 
Presiden B.J Habibie. 
Pada periode ini juga terjadi pergolakan politik selanjutnya ialah 
pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden KH. Abdurrahman Wahid 
(GusDur) oleh MPR pada tahun 2001 dan digantikan oleh Wakil Presiden pada 




pengungkapan kasus-kasus korupsi oleh para aparat penegak hukum utamanya 
Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung. 
a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Peraturan yang berlaku pada periode ini ialah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang sudah di amandeman empat kali 
pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen setelah 
dikeluarkannya Dekrit Presiden Tahun 1959 yang berlaku sampai tahun 1999 
setelah itu UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang sekaligus 
mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-
pokok Kejaksaan Republik Indonesia. 
b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik 
Indonesia 
Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal 24 ayat (3) 
UUDNRI yakni “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang” , pasal I dan II aturah peralihan 
UUDNRI 1945, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah, Maklumat Pemerintah, peraturan Presiden dan Keputusan 
Presiden yang pada saat itu di jabat oleh Presiden Jenderal Soeharto dan Tahun 
1998 di gantikan oleh Presiden Prof. B.J. Habibie, dan Tahun 1999 digantikan 
oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (GusDur) dan tahun 2001 digantikan oleh 





c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Pada periode  ini terdapat sekitar tujuh (7) orang Jaksa Agung yang pernah 
menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung, yakni Singgih, SH., Soedjono C. 
Atmonegoro SH., Andi Ghalib SH., Marzuki Darusman SH., Baharuddin Lopa 
SH., Marsilam Simanjuntak SH., M.A. Rachman, SH. Masa jabatan para Jaksa 
Agung di periode reformasi ini kurang stabil tetapi di awal-awal reformasi terjadi 
banyak sekali pergantian diakibatkan adanya pergantian Presiden hingga tiga kali 
dan sudah bermunculan orang internal atau karier dari kejaksaan yang menjadi 
Jaksa Agung. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung tidak diperjelas secara rinci 
dan menjadi hak prerogratif Presiden dan merupakan kewenangan penuh dari 
Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai Undang-
Undang No 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Konvensi 
Ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh Presiden Soeharto, Presiden B.J Habibie, 
Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati. 
Jaksa Agung yang keempatbelas (14) ialah Singgih SH yang diangkat pada 
tanggal 19 Juni 1990 menggantikan Almarhum Sukarton Marosudjono yang 
meninggal dunia, masa jabatan Jaksa Agung Singgih berlangsung cukup lama 
yakni kurang lebih delapan (8) tahun dari tahun 1990-1998 memimpin Kejaksan 
Agung. Dalam masa jabatannya banyak kasus kasus korupsi terbongkar atas 
keberhasilannya Presiden memberi penghargaan Bintang Maha Putra Adipradana 
serta mendapat penghargaan dari Raja Thailand.95 
Jaksa Agung yang kelimabelas (15) ialah Soedjono C. Atmonegoro yang 
diangkat Tahun 1998 pada kabinet pembangunan VII menggantikan Jaksa Agung 
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Singgih yang sama-sama berasal dari jaksa karier. Masa jabatan Jaksa Agung 
Soedjono C. Atmonegoro berlangsung singkat yakni hanya 88 hari dan 
diberhentikan oleh Presiden Habibie pada tangal 15 Juni 1998. Dalam masa 
jabatannya yang relatif singkat Jaksa Agung Soedjono sempat membentuk tim 
pengusut harta kekayaan mantan Presiden Soeharto.96 
Jaksa Agung yang keenambelas (16) ialah Andi Ghalib yang diangkat  
Tahun 1998 mengantikan Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro, masa jabatan 
Jaksa Agung Andi Ghalib cukup singkat kurang lebih 1 tahun hingga tahun 1999. 
Dalam masa jabatannya Jaksa Agung juga mengalami ketegangan politik pada 
masa itu mengenai kasus mantan Presiden Soeharto yang ramai dibicarakan di 
masyarakat.97 
Jaksa Agung yang ketujuhbelas (17) ialah Marzuki Darusman SH yang 
diangkat pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Jaksa 
Agung Andi Ghalib, masa jabatan Jaksa Agung Marzuki Darusman berlangsung 
kurang lebih satu setengah tahun (1,5) hingga tahun 2001. Dalam masa jabatannya 
Jaksa Agung Marzuki Darusman berhasil menggiring koruptor ke dalam 
perangkap hukum yakni contohnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril 
Sabirin dan Bob Hasan yang merupakan kroni mantan Presiden Soeharto.98 
Jaksa Agung yang kedelapanbelas (18) ialah Baharuddin Lopa SH yang 
diangkat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 6 Juni 2001 menggantikan 
Marzuki Darusman, masa jabatan Jaksa Agung Baharuddin Lopa berlangsung 
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sangat singkat yakni kurang lebih 1,5 bulan yang berakhir pada tanggal 3 juli 
2001 karena meninggal dunia. Dalam masa jabatannya yang sangat singkat Jaksa 
Agung Baharuddin Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung menyeret 
koruptor ke pengadilan, keberaniannya menjadi momok bagi para koruptor  dan 
teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan.99 
Jaksa Agung yang kesembilan belas (19) ialah Marsilam Simanjuntak SH 
yang diangkat Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 Juli 2001 
menggantikan Baharuddin Lopa yang meninggal dunia, masa jabatan Jaksa 
Agung Marsilam Simanjuntak sangat singkat yakni berlangsung kurang lebih 1 
bulan hingga tangal 14 Agustus 2001. Dalam masa jabatan yang sangat singkat 
Jaksa Agung tidak banyak perubahan yang dilakukan di tubuh Kejaksaan Agung 
pada saat itu.100 
Jaksa Agung yang keduapuluh (20) ialah M.A. Rachman yang diangkat pada 
tanggal 14 Agustus 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, masa jabatan 
Jaksa Agung M.A. Rachman berlangsung kurang lebih 2,5 tahun hingga 21 
Oktober 2004. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung M.A. Rachman melakukan 
penyusunan dokumen pembaharuan kejaksaan seperti Cetak Biru Pembaruan 
Kejaksaan dan mulai menata/mengkonsep serta melahirkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang  
menyempurnakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.101 
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Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung relatif kurang stabil 
karena terjadi pergeseran atau pergantian Presiden sebanyak 3 kali yakni dari 
Presiden Soeharto digantikan Presiden BJ Habibie kemudian digantikan Presiden 
Abdurrahman Wahid dan digantikan lagi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri 
tetapi semua pemimpin Negara mengikuti Jenderal Soeharto yang memulai suatu 
konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan 
berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa bakti kabinet itu102. Jaksa 
Agung periode ini juga sudah mulai berasal dari kalangan internal kejaksaan 
sendiri bukan dari militer lagi seperti periode sebelumnya. 
e. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia 
 Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan hanya Jaksa Agung Baharuddin 
Lopa yang diberhentikan karena meninggal dunia dalam masa jabatannya. Di 
dalam periode ini juga kembali menegaskan dari era Presiden Soekarno dimana 
pengangkatan dan permberhentian Jaksa Agung merupakan hak prerogratif 
Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab 
kepada Presiden yang sesuai pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1991 yang mengatakan “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta 
bertanggung jawab kepada Presiden”. 
4.1.4 Periode tahun 2004-hingga saat ini  
Pada periode ini Kejaksaan Agung telah tertata rapi dan sudah mandiri dan 
merdeka dalam hal penuntutan perkara dengan lahirnya Undang-Undang 
Kejaksaan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
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Kejaksan Republik Indonesia sekaligus penyempurnaan dari Undang-Undang 
sebelumnya. 
 Pada periode ini Negara Indonesia mengalami kemajuan dalam 
berdemokrasi di masa transisi era reformasi ini Negara Indonesia sudah 
mengandamen Undang-Undang Dasar hingga empat kali dan pemilihan Presiden 
dilakukan secara langsung yakni yang memilih presiden dan Wakil Presiden ialah 
seluruh rakyat Indonesia dengan suara terbanyak melalui pemilihan umum 
(Pemilu). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung tidak 
seperti dahulu yang dipilih oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Pada 
periode ini Presiden terpilih yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 
dua periode dimana untuk pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2004 
berpasangan dengan M. Jusuf Kalla sedangkan pada pemilu tahun 2009 
berpasangan dengan Boediono. 
a. Peraturan mengenai Kejaksaan dan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Peraturan yang berlaku pada zaman ini ialah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indnesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang sudah di amandeman empat kali 
pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
b. Dasar hukum penetapan/pengangkatan Jaksa Agung Republik 
Indonesia 
Dasar hukum penetapan Jaksa Agung terdapat pada pasal 24 ayat (3) 




kehakiman diatur dalam undang-undang” serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 20 
dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Melalui dasar itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, 
Maklumat Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang pada saat 
itu di jabat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
c. Masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia 
Pada periode ini terdapat sekitar tiga (3) orang Jaksa Agung yang pernah 
menduduki jabatan tersebut hingga saat ini menjadi Jaksa Agung, yakni Abdul 
Rahman Saleh, Hendarman Supandji, dan yang sekarang masih menjadi Jaksa 
Agung Republik Indonesia ialah Basrief Arief. Pengaturan masa jabatan Jaksa 
Agung di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak di atur secara jelas 
dan menjadi hak Prerogratif Presiden dan merupakan kewenangan penuh dari 
Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sesuai pasal 19 
dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik 
Indonesia. Yang berbunyi “Jaksa Agung adalah Pejabat Negara dan Jaksa Agung 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 
Jaksa Agung yang kedua puluh satu (21) ialah Abdul Rahman Saleh yang 
diangkat pada tanggal 21 Oktober 2004 melalui Keppres No. 187/M Tahun 2004 
menggantikan Jaksa Agung M.A. Rachman, masa jabatan Jaksa Agung Abdul 
Rahman berlangsung kurang lebih dua setengah (2,5) tahun dan diberhentikan 
dengan hormat pada tanggal 9 Mei 2007. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung 
Abdul Rahman Saleh melakukan pembenahan internal utamanya para jaksa-jaksa 




pada saat itu menegakkan hukum dan memberantas korupsi sesuai janji Presiden 
terpilih Susilo bambang Yudhoyono pada saat kampanye.103  
Jaksa Agung yang kedua puluh dua (22) ialah Jaksa Agung Hendarman 
Supandji yang diangkat pada bulan Mei Tahun 2007 dengan Keppres No. 34/P 
Tahun 2007 menggantikan Abdul Rahman Saleh, masa jabatan Jaksa Agung 
Hendarman Supandji berlangsung kurang lebih dua setengah tahun (2,5) hingga 
24 September 2010. Dalam masa jabatannya Jaksa Agung Hendarman Supandji 
melanjutkan program-program yang ditata oleh Jaksa Agung sebelumnya dan 
sambil bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
memberantas korupsi.104 
Jaksa Agung yang kedua puluh tiga (23 ) ialah Basrief Arief yang diangkat 
pada tanggal 26 November 2010 hingga saat ini masih menjabat sebagai Jaksa 
Agung menggantikan Hendarman Supandji. 
Dalam periode ini masa jabatan para Jaksa Agung stabil namun terdapat 
sedikit permasalahan mengenai masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanjdji 
dimana keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung di anggap illegal 
dan di ajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Yusril Ihza 
Mahendra. MK mengabulkan sebagian permohonan dan menganggap Jaksa 
Agung Hendarman tidak sah karena seharusnya masa jabatannya berakhir 
bersama-sama anggota kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
periode pertama. 
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Masa jabatan Jaksa Agung semakin jelas dengan adanya putusan MK yang 
menyatakan pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan UUDNRI Tahun 
1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional 
sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya 
masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa 
jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden 
dalam periode yang bersangkutan.105  
d. Pemberhentian Jaksa Agung Republik Indonesia 
 Pemberhentian Jaksa Agung di dalam periode ini rata rata banyak yang 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya melalui Keputusan Presiden. Di 
dalam periode ini juga kembali menegaskan dari era Presiden Soekarno dimana 
pengangkatan dan permberhentian Jaksa Agung merupakan Hak Prerogratif 
Presiden, yakni Jaksa Agung diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab 
kepada Presiden yang sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatakan “Jaksa Agung adalah Pejabat Negara 
dan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh  Presiden”. 
 Untuk mempermudah pembahasan di atas, dibawah ini akan digambarkan 
pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indomesia dari awal Indonesia 
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Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia dari awal 
Indonesia merdeka hingga saat ini. 
No Periode Peraturan yang berlaku 
mengenai Kejaksan dan 
Jaksa Agung 




1. 1945-1960 - UUD 1945 sebelum 
amandemen, 
- Konstitusi RIS 
- UUDS 1950,  
- UU No. 7 Th 1947 
- UU No. 19 Th 1948 

















2. 1960-1990 - UUD 1945 sebelum 
amandemen, 
- UU No. 19 Th 1948, 
- Ketetapan MPRS No. 
I/II?1960 
- UU No. 15 Th 1961, 
- Keputusan Presiden 
- R. Kadaoresman, 
- A. Soethardjo, 
- Soegih Arto, 
- Ali Said, 
- Ismail Saleh 












3. 1990-2004 - UUDNRI 1945 sudah 
amandemen 
- UUD 1945 sebelum 
amandemen 
- UU No. 5 Th 1991 
- Keputusan Presiden 
- Peraturan Presiden 
- Singgih 
- Soedjo C. 
Atmonegoro 
- Andi Ghalib 
- Marzuki 
Darusman 
























- UUDNRI 1945 sudah 
amandemen 
- UU No. 16 Th 2004 
- Keputusan Presiden 
- Peraturan Presiden 












Sumber: Bahan Hukum Sekunder diolah oleh penulis, Januari 2012. 
 
4.2 Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara 
setingkat Menteri terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung 
Sebelum menguraikan tentang implikasi kedudukan Jaksa Agung sebagai 
pejabat negara setingkat Menteri terhdap masa jabatan Jaksa Agung terlebih 
dahulu perlu dikaji mengenai kedudukan Jaksa Agung dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang tersebut Jaksa Agung disebut 
sebagai pejabat negara yakni pada pasal 19 ayat (1) “Jaksa Agung adalah Pejabat 
Negara; ayat (2) “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.106 Dari 
Presiden pertama Indonesia hingga saat ini terjadi banyak istilah untuk kedudukan 
Jaksa Agung, istilah itu terdiri dari pejabat tinggi negara, Menteri/Jaksa Agung, , 
bukan Menteri Negara, Pejabat Negara setingkat Menteri Negara. Di bawah ini 
akan dijelaskan mengenai kedudukan Jaksa Agung. 
                                                 





4.2.1 Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara 
Ketika Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD)1945 
yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 negara kita belum mempunyai peraturan 
yang jelas mengenai pengaturan kejaksaan dan Jaksa Agung baik itu dari 
kedudukan, tugas, wewenang, pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan 
Jaksa Agung sehingga pemerintah masih menggunakan peraturan lama yang 
berlaku yang diwariskan pemerintahan Belanda dan Jepang. Di dalam UUD 1945 
hanya diatur didalam pasal II aturan peralihan yang menyatakan “segala badan-
badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum ada 
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, yang dikuatkan dengan 
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan 
Peraturan Pemerintah dulu yang menjelaskan dasar hukum pasal II aturan 
peralihan UUD 1945 dipakai.  
Setelah pemerintahan berlangsung kurang lebih dua (2) tahun pemerintah 
dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengesahkan  Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung. Dalam Undang-Undang ini disebutkan Kejaksaan Agung terdiri atas satu 
Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.107 Kemudian selanjutnya pemerintah dan Badan 
Pekerja Nasional Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 
tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan yang 
mencabut Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1947. Dalam Undang-Undang ini secara struktural organisasi, personil dan 
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keuangan baik jaksa maupun pengadilan berada dibawah Kementerian 
Kehakiman. Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya berada di bidang yudikatif. Memang ada kerancuan dengan 
kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung secara lembaga ada di ranah eksekutif 
dibawah Kementerian Kehakiman secara fungsi ada di dalam ranah yudikatif. 
Ketika perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Deen Haag, Belanda 
dengan Kerajaan Belanda di sepakati tanggal 27 Desember 1949, Negara kita 
berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menganut sistem 
parlementer dikenal namanya Jaksa Agung RIS namun tidak lama tanggal 17 
Agustus 1945 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang sistem pemerintahannya tetap parlementer. 
Kedudukan kejaksaan hingga tahun 1959 bersifat rancu mengikuti tata cara 
di Negara Belanda dimana secara lembaga ada di ranah eksekutif namun dalam 
melaksanakan fungsinya berada di ranah yudikatif. Namun di periode ini muncul 
seorang Jaksa Agung yang disebut Bapak kejaksaan karena jasa-jasanya ialah 
Jaksa Agung R. Soeprapto yang membenahi dan menata kejaksaan Agung 
Republik Indonesia, Jaksa Agung R. Soeprapto berkeinginan menjadikan Jaksa 
Agung sebagai Institusi Negara yang independen, bebas dari campur tangan 
manapun dalam menjalankan tugasnya.  
Tahun 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang mengembalikan UUD 1945 
menjadi dasar Negara dan sistem pemerintahan berubah menjadi sistem 
demokrasi terpimpin atau sistem Presidensial. Dalam kabinet Kerja 1 Presiden 
Soekarno mempertegas kedudukan kejaksaan dan Jaksa Agung berada dalam 




Menteri/Jaksa Agung dan untuk mempertegas itu Presiden Soekarno 
Mengeluarkan Keprres No.204 Tahun 1960 yang memutuskan membentuk 
departemen kejaksaan di bawah Menteri/Jaksa.108  
Pada Tahun 1961 dibentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang 
Ketentuan-Ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan 
kejaksaan dan Jaksa Agung semakin jelas berada di ranah eksekutif dan Jaksa 
Agung diberi kedudukan setingkat menteri Negara. Implikasinya terhadap masa 
jabatan jaksa Agung sepenuhnya berada pada hak prerogratif Presiden yang 
mengangkat dan memberhentikan jaksa Agung tersebut sehingga masa jabatan 
Jaksa Agung tergantung oleh Presiden, karena tidak diatur di dalam Undang-
Undang kejaksaan yang berlaku. 
Pada tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Dwikora yang disempurnakan 
dibubarkan dan dibentuklah Kabinet Ampera, dimana Jaksa Agung tidak di 
cantumkan sebagai Menteri. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang- 
Undang Dasar 1945 status Kejaksaan sebagai departemen ditiadakan dan 
Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa 
Agung tidak diberi kedudukan Menteri. Hal tersebut ditegaskan dalam keputusan 
Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/66 tanggal 6 September 1966 tentang 
penegasan status Kejaksaan Agung.109 
Namun setelah pemilihan umum (pemilu) pada Tahun 1971 Presiden 
Soeharto memulai sebuah konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu 
diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa 
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kabinet itu.110 Artinya masa jabatan Jaksa Agung sesuai konvensi ketatanegaraan 
mengikuti masa bakti kabinet yaitu sama dengan masa jabatan Presiden dan 
kabinet yang dibentuknya. Konvensi ketatanegaraan di populerkan oleh Dicey 
sarjana hukum di Inggris. Konvensi adalah ketentuan yang mengatur bagaimana 
seharusnya Kepala Negara atau Menteri-Menteri melaksanakan “Discretionary 
Powers”, yang dimaksud “Discretionary Powers” adalah kekuasaan untuk 
bertindak atau tidak bertindak yang semata-mata didasarkan kepada kebijaksanaan 
atau pertimbangan pemegang kekuasaan.111 
Pada masa Kabinet Pembangunan IV, kedudukan Jaksa Agung setingkat 
dengan Menteri Negara yang tercantum dalam Keppres No. 48/M tahun 1983 
tanggal 16 Maret 1983. Dalam pemberian kedudukan tersebut 38 Kejaksaan tidak 
berubah menjadi Departemen.112 
Tahun 1991 dibentuk Undang-Undang kejaksaan yang baru menggantikan 
yang lama yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia dan tetap mempertegas bahwa kejaksaan berada diranah 
eksekutif sebagai lembaga pmerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di 
bidang penuntutan yang ada pada pasal 2 ayat (1). Jaksa Agung tetap sebagai 
Pejabat Negara setingkat Menteri dan implikasinya mengenai masa jabatannya 
tetap mengikuti konvensi ketatanegaraan dimana sepenuhnya hak prerogratif 
Presiden yang tertuang di dalam pasal 19 “Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden”. 
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Tahun 2004 dibentuk Undang-Undang kejaksaan yang baru menggantikan 
yang lama yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia tetap mempertegas bahwa kejaksaan berada diranah eksekutif 
sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang 
penuntutan yang ditambahkan di lakukan secara merdeka.113 Dalam perancangan 
dan pembahasannya sempat terjadi perdebatan di DPR perbedaan prinsipil antara 
rancangan pemerintah dan DPR terletak pada menafsirkan ketentuan pasal 24 ayat 
(3) UUDNRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan kedudukan kejaksaan 
kejaksaan serta proses rekrutmen Jaksa Agung dan masa jabatan Jaksa Agung.114 
Hasilnya Jaksa Agung tetaplah Pejabat Negara yang diangkat dan diberhetikan 
Presiden dan masa jabatan tidak diatur melainkan hak prerogratif Presiden yang 
menentukannya karena Jaksa Agung Pejabat Negara setingkat Menteri yang 
termasuk dalam anggota kabinet. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian pasal 1 butir 4 yang dimaksud pejabat negara ialah:  
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi 
negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 
dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang. 
 
Kemudian di dalam pasal 11 ayat (1) juga dijelaskan mengenai Pejabat 
Negara yang terdiri atas115: 
 
(1) Pejabat Negara terdiri dari atas : 
a. Presiden dan Wakil Presiden; 
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat; 
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c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; 
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada 
semua Badan Peradilan; 
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 
g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri; 
h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang 
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 
i. Gubernur dan Wakil Gubernur; 
j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 
k. Pejabat Negara laninya yang ditentukan oleh Undang- undang 
 
Undang-Undang Kejaksaan dan Kepegawaian memberi penjelasan jika 
Jaksa Agung itu sebagai pejabat Negara, karena Jaksa Agung pimpinan tertinggi 
di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan diamanahkan melalui Undang-
Undang yang menyebutkan Jaksa Agung adalah pejabat Negara. Di dalam 
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 
331/7 Tahun 2007 juga dituliskan dengan jelas Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengangkat Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Hendarman 
Supandji sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri Negara.116 
Berikut akan di diperjelas dalam bentuk tabel agar mudah dipahami 
mengenai kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara dari masa ke masa. 
 
Tabel 2. 
Kedudukan Jaksa Agung dari masa ke masa 
No. Periode Presiden Kedudukan Jaksa Agung Dasar Hukum 
1. Presiden Soekarno 
(1945-1966) 
Pejabat tinggi Negara, 
Menteri Ex Officio, 
Pegawai tinggi 
Departmen Kehakiman, 
UUD 1945, KRIS, 
UUDS, UU No. 19 
Th 1948, UU No.15 
Th 1961, Keppres 
                                                 






pejabat penuntut umum 
No.204, Rh 1960, 
Ketetapan MPRS 
No.I dan II Th 1960 
2. Prsiden Soeharto 
(1966-1998) 
Jaksa Agung pada 
Kejaksaan Agung, Jaksa 
Agung setingkat Menteri 
Negara, Pejabat Negara, 
bukan menteri 
UUD 1945, UU No. 5 









Keppres, No.48/M Th 
1983 
3. Presiden BJ habibie 
(1998-1999) 
Jaksa Agung pada 
Kejaksaan Agung, Jaksa 
Agung setingkat Menteri 
Negara, Pejabat Negara 
UUD 1945, UU No. 5 





Jaksa Agung pada 
Kejaksaan Agung, Jaksa 
Agung setingkat Menteri 
Negara, Pejabat Negara 
UUD 1945, UU No. 5 
Th 1991, Keppres 
Kabinet Persatuan 
Nasional 
5 Presiden Megawati 
Soekarno Putri  
( 2001-2004) 
Jaksa Agung pada 
Kejaksaan Agung, Jaksa 
Agung setingkat Menteri 
Negara, Pejabat Negara 
UUDNRI 1945 sudah 
amandemen, UU No. 
5 Th 1991, UU No. 
16 Th 2004, Keppres 
Kabinet Gotong 
Royong 




Jaksa Agung pada 
Kejaksaan Agung, Jaksa 
Agung setingkat Menteri 
Negara, Pejabat Negara 
UUDNRI 1945 sudah 
amandemen, UU No. 
2004, Keppres 
Nomor 187/M Tahun 
2004 dan  Nomor 
331/7 Tahun 2007 
Kabinet Indonesia 
Bersatu 
Sumber : Bahan Sekunder diolah oleh penulis, Februari 2012 
Dalam tabel diatas memberi gambaran mengenai kedudukan Jaksa Agung 
sebagai Pejabat Negara dari mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo 




eksekutif dan Jaksa Agung kedudukannya berpredikat sebagai Menteri/Jaksa, 
Pegawai tinggi Kejaksaan dalam departemen Kehakiman, pejabat Negara 
setingkat menteri negara.  
4.2.2 Implikasi Yuridis Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara terhadap masa 
jabatan Jaksa Agung 
Tahun 2010 terjadi peristiwa dimana Yusril Ihza Mahendra (mantan Sesneg) 
menganggap Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak sah dan dianggap illegal 
karena habis masa jabatannya, sementara pemerintah bersikukuh Hendarman 
Supandji tetap sah walau tidak dilantik lagi menjadi Jaksa Agung karena Keppres 
sebelumnya belum dicopot. Akhirnya Yusril mengajukan permohonan uji materil 
ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pengujian Undang-Undang pasal 22 ayat 
(1) huruf d Nomor 16 Tahun 2004 tetang kejaksaan Republik Indonesia (UU 
Nomor 16 tahun 2004). 
Adapun pendapat Yusril dalam permohonannya mengenai  pasal 22 ayat 1 
huruf d menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena didalam 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 (UU No.16 Tahun 2004) tidak diatur masa 
jabatan Jaksa Agung. Dengan keadaan ini berpotensi menjadikan seorang Jaksa 
Agung akan memangku jabatan seumur hidup.117 Sebenarnya perdebatan 
permasalahan ini sudah dikhawatirkan ketika DPR dan Pemerintah membahas 
Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai masa jabatan Jaksa Agung.  
Lebih jauh Yusril berpendapat penafsiran yang benar dan konstitusional atas 
ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 dihubungkan 
dengan pasal 1 dan pasal 28D ayat (1) adalah tafsir yang menyatakan bahwa 
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Presiden mengangkat Jaksa Agung dan menyesuaikan masa jabatan Jaksa Agung 
sesuai dengan masa bakti kabinet, yang juga bersamaan dengan masa jabatan 
Presiden. Dalam Negara hukum yang demokratis segala jabatan Negara haruslah 
dibatasi jangka waktunya.118  
Pendapat Yusril ini karena didasari praktek konvensi ketatanageraan yang 
dari dulu sudah dilakukan mulai Presiden Soekarno dan efektifnya ketika Presiden 
Soeharto tepatnya dimulai tahun 1971 di lanjutkan dengan Presiden seterusnya BJ 
Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Dimana 
mengangkat Jaksa Agung di awal kabinet dengan Keppres dan berakhir masa 
jabatannya dengan berakhirnya masa kabinet tersebut atau jika memberhentikan 
Jaksa Agung sebelum masa bakti Presiden selesai, Jaksa Agung diberhentikan 
dengan hormat menggunakan keppres. Seperti halnya yang dilakukan SBY ketika 
resuflle kabinet yang menggantikan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dengan 
Hendarman Supandji pada tahun 2007. 
Yusril di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi ahli yakni  Bagir 
Manan, Laica Marzuki, Andi Muhammad Asrun, Margarito Kamis, Natabaya dan 
Erman Rajaguguk. Bagir Manan dalam kesaksiannya menyatakan Masa Jabatan 
Jaksa Agung bukan jabatan seumur hidup maka jabatan itu akan berakhir pada 
waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang kejaksaan, jaksa berakhir masa 
jabatannya pada usia 62 tahun dengan hak pensiun, sehingga Jaksa Agung sebagai 
Jaksa menurut Undang-Undang wajib pensiun pada usia 62 tahun. Jika Jaksa 
                                                 




Agung diperlakukan sebagai anggota kabinet, maka Jaksa Agung akan berhenti 
bersama-sama anggota kabinet lainnya.119 
Menurut Laica Marzuki Jaksa Agung adalah jabatan publik di bawah 
Presiden, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, 
“bahwasanya Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-
Undang Dasar”. Jabatan Jaksa Agung, menurut pasal 19 UU Nomor 16 tahun 
2004 adalah pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 
22 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004, bahwa frasa “Berakhirnya masa 
jabatan” Jaksa Agung adalah bersamaan dengan berakhirnya masa bakti suatu 
kabinet, yang di dalamnya termasuk Jaksa Agung selaku anggota kabinet, 
berkedudukan setingkat Menteri Negara.120 
Menurut Andi Muhammad Nasrun, pada jabatan Negara, maka pimpinan 
tertinggi pada organisasi Negara diangkat berdasarkan kategori sebagai 
“poticallly appointed” dapat dilihat sebagai contohnya adalah pengangkatan 
Jaksa Agung di Indonesia. Dalam perspekif Hukum Tata Negara, organsasi 
jabatan publik dan pejabat publik merupakan instrument kekuasaan Negara yang 
dijalankan dalam kerangka semangat konstitusi Negara. Dalam praktek 
ketatanegaraan (konvensi), pengangkatan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara 
setingkat menteri ataupun sebagai anggota kabinet berakhir bersamaan dengan 
berakhirnya masa jabatan anggota kabinet lainnya.121 
Menurut Margarito Kamis, awal organisasi kejaksaan diciptakan, kejaksaan 
tidak pernah dimaksudkan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif. Jaksa 
melaksanakan fungsi yang secara umum dipersepsikan berhimpitan atau 
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berdekatan dengan kekuasaan yudikatif. Bukan Negara hukum yang demokratis 
atau bukan Negara hukum kalau tidak ada pembatasan kewenangan atau tidak ada 
pembatasan masa jabatan. Masa jabatan Jaksa Agung adalah lima (5) tahun yang 
ditentukan sejak pelantikan karena jelas Jaksa Agung itu menjadi bagian dari 
pemerintah dan diangkat bersamaan dengan menteri-menteri menjadi pembantu 
Presiden. Hitungan lima (5) tahun karena mengikuti masa jabatan Presiden. 
Patokan tersebut adalah masa jabatan Presiden yang analoginya sama dengan 
masa jabatan Menteri.122 
Menurut Natabaya, dalam hukum tata Negara positif Indonesia, banyak 
dikenal cara menempati jabatan, yaitu cara penunjukan, dengan cara 
pengangkatan atau cara lain yang diatur dalam hukum positif, dan juga cara-cara 
seperti turun-temurun dalam suatu kerajaan. Dalam pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 
2004 menentukan, “Jaksa Agung adalah pejabat Negara, Jaksa Agung diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden, berarti perolehan jabatan adalah dengan 
pengangkatan atau penunjukan oleh Presiden.123 
Menurut Erman Rajaguguk, Jaksa Agung Republik Indonesia selalu 
diangkat oleh Presiden di awal pembentukan kabinet dan jabatan itu berakhir 
bersamaan dengan berakhirnya masa bakti kabinet yang disesuaikan dengan 
jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima (5) tahun. Pengangkatan Jaksa 
Agung Republik Indonesia selalu dimuat di dalam keputusan Presiden tentang 
pembentukan dan/atau reshuffle kabinet demikian pula pemberhentian Jaksa 
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Agung dilakukan bersama-sama dengan pemberhentian seluruh anggota 
kabinet.124 
Saksi saksi ahli yang diajukan pemohon banyak berpendapat jika Jaksa 
Agung sebagai Pejabat negara setingkat Menteri atau dikategorikan anggota 
kabinet karena diangkat bersama-sama dengan menteri yang lain, maka masa 
jabatannya berakhir sesuai dengan masa bakti kabinet tersebut dan sama dengan 
masa jabatan Presiden yang membentuk kabinet tersebut. 
Sementara Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham 
(kemenkumham) berpendapat berbeda yakni bahwa UU Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan unutk mengatur tentang 
kedudukan Kejaksaan, susunan kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan, 
sampai pada pengaturan secara khusus tentang Jaksa Agung selaku pimpinan 
kejaksaan. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat Negara, pengangkatan Jaksa 
Agung dan pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung oleh Presiden.125 
Selain itu harus dibedakan antara Jaksa Agung sebagai pejabat Negara yang 
pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dengan jaksa sebagai pejabat 
fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai 
penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan (pidana) yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya Jaksa Agung setiap waktu/dalam 
waktu tertentu dapat diganti/diberhentikan oleh Presiden, sedangkan jaksa sebagai 
pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung 
dibatasi oleh ketentuan pensiun yaitu telah mencapai usia enam puluh dua (62) 
tahun, kecuali terdapat alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk 
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memberhentikan dengan tidak hormat.126 Pemerintah dalam menguatkan 
argumentasinya mengajukan saksi-saksi ahli yakni Achmad Roestandi, Philipus 
M.Hadjon, Fajrul Falaakh, Adnan Buyung Nasution, Denny Indrayana.  
Menurut Achmad Roestandi dalam kesaksianya berpendapat, jaksa adalah 
merupakan genus yang dibedakan spesiesnya menjadi Jaksa Agung dan jaksa 
bukan Jaksa Agung. Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sedangkan jaksa bukan 
Jaksa Agung  bukan pejabat Negara tetapi harus PNS. Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden sedangkan jaksa bukan Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Jaksa Agung. jaksa bukan Jaksa Agung umur minimal 
pengangkatan 25 sampai 35 tahun. Kalau Jaksa Agung tidak ada batasnya 
pengangkatannya. Jaksa bukan Jaksa Agung mempunyai syarat lain untuk 
diangkat yaitu harus lulus pendidikan dan latihan pendidikan jaksa, sedangkan 
Jaksa Agung tidak. Akibatnya, misalnya di dalam syarat umur, jaksa adalah 62 
tahun, sedangkan Jaksa Agung bisa seumur hidup karena tidak ada ketentuan yang 
mengaturnya. Masa jabatan Jaksa Agung yang seumur hidup bukan berarti tidak 
demokratis karena tidak selalu demokrasi itu harus ada masa jabatan. Kalau mau 
merubah aturan tersebut, maka bukan melakukan yudicial review, tetapi harusnya 
adalah legislative review.127 
Menurut Philipus M. Hadjon, dari sisi hukum maka isu legalitas Jaksa 
Agung adalah isu dalam ranah ius constitutum, sedangkan isu tentang masa 
jabatan Jaksa Agung, kalau dicermati UU Kejaksaan Agung maka isu tersebut 
masuk dalam ranah ius constituendum. Pada ranah ius constitutum titik tolak 
adalah UU Kejaksaan. Pada pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 
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menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pasal 22 
ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 mempertegas, diberhentikan dengan Keppres. 
Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2004, tidak ada syarat Jaksa Agung 
harus seorang jaksa. Dengan sendirinya Jaksa Agung bukan jabatan karier. 
Dengan demikian, persoalannya adalah mengenai kewenangan. Hal tersebut 
bukanlah diskresi melainkan kewenangan Presiden.128 
Menurut Fajrul Faalakh, UU Nomor 16 Tahun 2004 menentukan bahwa 
Jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya antara lain, kalau 
berakhir masa jabatannya. Kalau mau diterapkan pensiun pada usia 62 tahun, 
tidak berlaku bagi jabatan Jaksa Agung karena pensiun pada usia 62 tahun berlaku 
bagi jaksa karir yaitu PNS jaksa. Jaksa Agung berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 
2004 bukan lagi jabatan karir melainkan pejabat Negara. Jaksa Agung dilarang 
merangkap jabatan menteri, sehingga masa jabatan Jaksa Agung tidak boleh 
disamakan dengan masa jabatan Menteri. Penyamaan masa jabatan Jaksa Agung 
dengan kabinet adalah berdasarkan konvensi. Mengenai kedudukan Jaksa Agung, 
dengan jelas Undang-Undang menentukan bahwa Jaksa Agung itu sekarang 
adalah pejabat Negara dan dilarang merangkap jabatan Negara lainnya. Dengan 
demikian, Jaksa Agung bukan menteri. Penyebutan setingkat menteri itu hanya 
kaitannya dengan penggajian dan lain-lain.129 
Menurut Adnan Buyung Nasution, tidak benar masa jabatan Jaksa Agung 
tidak diatur, sebab berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 
ditentukan Jaksa Agung dangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jaksa Agung 
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, permintaan 
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sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, berakhir masa jabatannya, tidak 
lagi memenuhi syarat. Ditentukan pula bahwa pemberhentian itu ditetapkan 
dengan Keppres. Jabatan Negara setingkat dengan menteri artiya hak-hak 
keuangannya, administrasinya, fasilitas-fasilitas lainnnya itu diberikan setingkat 
dengan menteri negara. Masa jabatan Jaksa Agung bukan tidak ada batasnya atau 
seumur hidup karena jelas dikatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. Jadi ada masa jabatan, yaitu diangkat sampai dengan 
diberhentikan. Terdapat diskresi Presiden untuk melihat apakah Jaksa Agung 
layak atau tidak layak.130 
Menurut Denny Indrayana, kalaupun ada jabatan seumur hidup bukan 
berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Alternatif jabatan seumur 
hidup justru dapat sangat berkaitan dan sangat menguatkan prinsip independensi 
satu lembaga. Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung bukan anggota kabinet, 
anggota kabinet itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang 
kementerian Negara, sedangkan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung diatur 
dengan Undang-Undang masing-masing. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 
menegaskan bahwa kabinet itu terdiri dari maksimal 34 kementerian saja dan 
itulah yang menjadi dasar Keppres terakhir, diluar 34 orang ini bukan anggota 
kabinet. Setingkat Menteri Negara, bukan berarti Menteri Negara. Pada Keppres 
disebutkan “Setingkat Menteri Negara”. Menteri Negara dan Setingkat Menteri 
Negara adalah dua hal yang berbeda, selain dari diksinya berbeda tingkat disini 
hanya terkait dengan masalah-masalah administrasi, terkadang protokoler. Masa 
                                                 




jabatan pejabat Negara memang berbeda-beda dan perbedaan itu merupakan 
politik hukum Legislasi.131 
Saksi-saksi ahli dari pemerintah banyak berpendapat mengenai harus 
dibedakannya antara jaksa biasa atau PNS dengan Jaksa Agung karena sesuai 
dengan UU Kejaksaan yang berlaku jelas berbeda dan juga mengenai Jaksa 
Agung sebagai pejabat  negara setingkat menteri bukan berarti Jaksa Agung sama 
dengan menteri melainkan sama dalam pengertian soal pengganjian, administrasi 
dan fasilitas-fasilitas pejabat negara. 
Selain dari pihak pemohon dan pemerintah ada juga pendapat dari DPR 
yang menyatakan bahwa kedudukan Jaksa Agung yang setingkat dengan Menteri 
Negara karena diangkat dalam dalam kabinet, maka berakhirnya masa jabatan 
Jaksa Agung sama dengan berakhirnya masa kedudukan Menteri Negara dalam 
kabinet. DPR berpandangan bahwa kedudukan Jaksa Agung Republik Indonesia 
yang diangkat setingkat Menteri Negara dalam kabinet tidaklah bermakna bahwa 
menteri Negara dan Jaksa Agung merupakan sebuah jabatan  dalam lingkup 
kedudukan jabatan yang sama.132 
Mengingat Kementerian dan Jaksa Agung masing-masing diatur dalam 
Undang-Undang yang berbeda, yaitu Menteri diatur dalam UU Kementerian 
Negara dan Jaksa Agung diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian sesungguhnya kedudukan Jaksa 
Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menjelaskan bahwa 
kedudukan Jaksa Agung bukanlah bagian dari kabinet. Oleh karena itu jika ada 
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produk hukum (Keppres) yang menyatakan Jaksa Agung merupakan bagian dari 
kabinet maka hal tersebut dapat diuji secara materiil di Mahkamah Agung.133 
Bahwa terkait dengan hal tersebut, DPR berpendapat bahwa kedudukan 
Jaksa Agung yang disetarakan setingkat dengan Menteri Negara hanya terkait 
dengan hak-hak administrasi dan keprotokolan sebagai pejabat Negara, oleh 
karena itu sangat tidak relevan jika berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung  di 
samakan dan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Menteri Negara dalam 
kabinet. Sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kedudukan 
Menteri Negara yang diatur UU Kementerian Negara, dengan kedudukan 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kejaksaan Republik 
Indonesia adalah berbeda diantara keduanya.134 
Keterangan dari DPR pada intinya menguatkan apa yang diargumentasikan 
oleh pemerintah yang tetap mengganggap Jaksa Agung bukan jaksa biasa dan 
walau Jaksa Agung setingkat meteri itu hanya mengenai administrasi saja dan 
halhal keprotokolan. 
Setelah mendengar dalil-dalil dari pemohon dan pemerintah serta DPR dan 
kesaksian-kesaksian para ahli, Mahkamah Konstitusi (MK) menelaah dan 
mempertimbangkan. Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat, 
pemahaman yang berkaitan dengan makna frasa “diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya” dan frasa “berakhir masa jabatannya” dalam hubungannya dengan fungsi, 
tugas, dan wewenang dari suatu jabatan adalah sebagai berikut135: 
a. Frasa “diberhentikan dengan hormat dari jabatannya” dapat dimaknai 
dengan pemberhentian seorang pejabat dari segala fungsi dan 
wewenang yang telah diamanatkan atau dibebankan kepadanya, karena 
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dia telah melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, dan dianggap 
bahwa segala sesuatu yang diamanatkan telah dilaksanakan dengan 
baik dan paripurna. Frasa “diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya” dalam penerapannya dapat dilakukan kapan saja 
tergantung pada kapan fungsi dan wewenang tersebut selesai menurut 
seseorang yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya. 
Dalam kaitannya dengan sifat wewenang pemerintahan terdapat tiga 
ciri, yaitu: a) selalu terikat pada suatu masa tertentu; b) selalu tunduk 
pada batas yang ditentukan; dan c) pelaksanaan wewenang terikat pada 
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;  
b. Sifat wewenang pertama, yaitu, “selalu terikat pada suatu masa 
tertentu” mempunyai makna bahwa lamanya wewenang tersebut 
ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar pemberiannya, yang 
biasa disebut dengan lingkup waktu (tijdsgebied). Sifat wewenang 
kedua yaitu, “selalu tunduk pada batas yang ditentukan” yang berarti 
terdapat batas yang ditentukan, baik yang mencakup batas wilayah 
kewenangan (plaatsgebeid) maupun batas cakupan materi kewenangan 
(ruimtegebeid). Sifat yang ketiga, yaitu, “pelaksanaan wewenang 
terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis” yang berarti 
pelaksanaan wewenang tersebut terikat pada hukum tertulis (peraturan-
peraturan negara/asas legalitas) maupun pada hukum tidak tertulis 
(asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik); 
c. Frasa “berakhir masa jabatannya” selalu dikaitkan dengan saat atau 
waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu 
peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, 
sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara 
tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;  
 
Dalam pertimbangan hukum MK sependapat dengan beberapa ahli dari 
pemohon yakni Bagir Manan, Laica Marzuki, Natabaya, untuk beberapa bagian 
yang substantif, tetapi tidak sependapat dalam hal implikasinya untuk saat ini 
karena ada keadaan atau persyaratan yang tidak dipenuhi dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004. MK sependapat dengan para ahli tersebut, jika Jaksa 
Agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat Menteri maka masa 
jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang 
mengangkatnya, sedangkan apabila Jaksa Agung diangkat berdasarkan karirnya 
sebagai jaksa maka masa tugasnya harus berakhir pada saat mencapai usia 




ketentuan itu maka jabatan Jaksa Agung dapat dianggap illegal. Dengan kata lain, 
MK juga sependapat dengan ketiga Ahli bahwa jabatan Jaksa Agung seharusnya 
dibatasi secara tegas, berdasar periodisasi kepemerintahan atau berdasar usia 
pensiun.136 
Dalam hal permasalahan ius contitutum dan ius constituendum MK dapat 
menerima pandangan Ahli dari Pemerintah Prof. Dr. Philipus M. Hadjon tentang 
asas praesumptio iustae causa bahwa selama belum ada Keputusan Presiden 
tentang pemberhentian maka jabatan Jaksa Agung tetap melekat kepada yang 
bersangkutan. Pandangan MK tentang ini didasarkan pada fakta hukum bahwa 
Undang-Undang sendiri tidak mengaturnya secara tegas, tidak memberi kepastian 
hukum yang imperatif kepada Presiden, sehingga pilihan kebijakan Presiden 
tentang hal tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang.137 
Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat138: 
Untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik 
harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya 
masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum 
sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-
kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai 
diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in 
casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi Kabinet 
dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, 
berdasar periode (masa waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan 
dengan jabatan politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas 
umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat 
yang mengangkatnya. 
 
Dalam pendapat MK tersebut bisa menjadi alternatif yang harus dipahami 
dengan baik oleh pemerintah dan DPR dalam melakukan legislative review 
                                                 






nantinya, masa jabatan Pejabat Negara memang harus ada batasannya agar jelas 
dan tegas sehingga tidak memunculkan polemik dikemudian hari. 
Untuk memperjelas penafsiran mengenai masa jabatan Jaksa Agung, dalam 
Konklusi, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya memutuskan139 : 
a. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang 
dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan 
berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu 
periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode 
yang bersangkutan”. 
b. Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa 
Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden 
Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan 
anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Presiden dalam periode yang bersangkutan”. 
 
Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah mengakhiri polemik dan 
perdebatan mengenai masa jabatan Jaksa Agung, yakni masa Jabatan Jaksa Agung 
berakhir dengan masa jabatan Presiden dalam satu periode dan menyarankan 
pemerintah dan DPR melakukan legislative Review. Namun dalam putusan 
tersebut terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari dua (2) hakim 
Konstitusi, yakni Achmad Sodiki dan Harjono. Jadi jelas sudah implikasi yuridis 
kedudukan Jaksa Agung setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung 
mengharuskan mengikuti masa bakti kabinet atau masa jabatan Presiden atau jika 





diberhentikan ditengah masa kabinet diberhentikan dengan Keppres agar jelas 
legalitasnya. 
Dalam putusan MK tersebut mempertegas bahwa Jaksa Agung sebagai 
pejabat Negara itu setingkat dengan Menteri dalam kabinet yang dibentuk oleh 
Presiden terpilih dalam Pilpres (pemilihan Presiden secara langsung) sehingga 
dalam masa jabatan Jaksa Agung jika awalnya diangkat bersama dengan menteri 
melalui Keppres seyogyanya jika ingin memberhentikan dengan hormat harus 
dengan Keppres dan jika ingin Jaksa Agung tetap memimpin institusi Kejaksaan 
Republik Indonesia namun masa bakti kabinet telah habis waktunya maka 
sebaiknya diangkat kembali dan dituangkan dalam Keppres yang sesuai dengan 
pasal 19 ayat (2) “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, dan 
pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “pemberhentian dengan hormat sebagaimana 




















Jadi berdasarakan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia sejak awal 
Indonesia merdeka hingga saat ini merupakan hak prerogratif Presiden 
dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan dan bertanggung jawab 
kepada Presiden. Hal ini dilakukan dalam beberapa periode yang terdiri 
dari periode 1945-1960, periode 1960-1990, periode 1990-2004 dan 
periode 2004 hingga saat ini.  
2. Implikasi yuridis kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara 
setingkat Menteri terhadap masa jabatan Jaksa Agung ialah masa jabatan 
Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan anggota 
kabinet atau masa bakti kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa 
jabatan Presiden tersebut. 
 
B. SARAN  
Berdasarkam pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan 
dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan agar : 
1. Sebaiknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat 




Republik Indonesia melakukan legislative review atau merivisi atau 
mengamandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia yang lebih komprehensif dan tidak 
menimbulkan multi tafsir. 
2. Sebaiknya para pembuat Undang-Undang yakni Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam mengamandemen Undang-Undang mengenai 
Kejaksaan Republik Indonesia nantinya mengacu pada pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baru baik itu muatan dalam 
Undang-Undang serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang 
harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. 
Serta memperhatikan pengaturan mengenai kedudukan Kejaksaan 
Republik Indonesia dan Jaksa Agung yang jelas agar mudah dipahami, 
baik itu dari hal pengangkatan, pemberhentian serta masa jabatan Jaksa 
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